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ABSTRAK 

 

“PENGARUH PERINGKAT OBLIGASI, KONFLIK BONDHOLDERS-

SHAREHOLDERS, DAN POLITICAL COST TERHADAP PENERAPAN 

PRUDENCE AKUNTANSI” 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021) 

Oleh : 

DENISA PUTRI 

NIM. 11970322915 

Prudence akuntansi memiliki prinsip dalam hal pengaturan laba dimana 

prudence menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi untuk berusaha lebih 

mengakui beban atau kerugian terlebih dahulu meskipun belum terjadi dan 

mengakui pendapatan atau laba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan, 

menguji dan menganalisis pengaruh Peringkat Obligasi, Konflik Bondholders-

Shareholders, dan Political Cost terhadap Penerapan Prudence Akuntansi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perusahaan sektor Infrastruktur, 

Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Pemilihan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga 

sampel penelitian ini berjumlah 10 perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan 

menggunakan program Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial (t) Political Cost (X3) berberpengaruh signifikan terhadap Prudence 

Akuntansi, sedangkan Peringkat Obligasi (X1) dan Konflik Bondholders-

Shareholders (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Prudence akuntansi 

pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2018-2021. Dari hasil penelitian juga diperoleh koefisien 

determinasi (R2) dengan nilai 0,183019 memiliki arti bahwa besarnya pengaruh 

Peringkat Obligasi, Konflik Bondholders-Shareholders, dan Political Cost 

terhadap Prudence Akuntansi sebesar 18,3%. Sedangkan sisanya sebesar 81,7% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

Kata Kunci : Prudence Akuntansi, Peringkat Obligasi, Konflik 

Bondholders-Shareholders, Political Cost 
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ABSTRACT 

“THE EFFECT OF BOND RATING, BONDHOLDERS-SHAREHOLDERS 

CONFLICT, AND POLITICAL COST ON THE IMPLEMENTATION OF 

ACCOUNTING PRUDENCE" 

(Empirical Study of Infrastructure, Utilities and Transportation Companies Listed 

on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2021) 

By : 

DENISA PUTRI 

NIM. 11970322915 

Accounting prudence has principles in terms of profit setting where 

prudence uses accounting policies to try to recognize expenses or losses first even 

though they have not occurred and recognize income or profit. The purpose of this 

study was to present, test and analyze the effect of Bond Rating, Bondholders-

Shareholders Conflict, and Political Cost on the Application of Accounting 

Prudence. The population in this study were companies in the Infrastructure, 

Utilities and Transportation sector listed on the IDX for the 2018-2021 period. 

The sample selection in this study used purposive sampling technique so that the 

sample of this study amounted to 10 Infrastructure, Utilities, and Transportation 

companies listed on the IDX for the 2018-2021 period. The analysis method used 

in this research is panel data regression analysis using the Eviews 12 software. 

The results showed that partially (t) Political Cost (X3) had a significant effect on 

Accounting Prudence, while Bond Rating (X1) and Bondholders-Shareholders 

Conflict (X2) had no significant effect on accounting prudence in Infrastructure, 

Utilities, and Transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

for the 2018-2021 period. From the research results, the coefficient of 

determination (R2) with a value of 0.183019 means that the magnitude of the 

influence of Bond Rating, Bondholders-Shareholders Conflict, and Political Cost 

on Accounting Prudence is 18.3%. While the remaining 81.7% is explained by 

other variables outside the model. 

Keywords: Accounting Prudence, Bond Rating, Bondholders-Shareholders 

Conflict, Political Cost 

 

 

 

 



 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan 

atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. 

Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PERINGKAT 

OBLIGASI, KONFLIK BONDHOLDERS-SHAREHOLDERS, DAN 

POLITICAL COST TERHADAP PENERAPAN PRUDENCE AKUNTANSI 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021)’’. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Skripsi ini penulis persembahkan khusus dua orang paling berjasa dalam 

hidup penulis, Ayahanda Jefri Wendi dan Ibunda Roza Mita. Terimakasih atas 

pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya 

diberikan kepada anaknya. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan 

pilihan hidup penulis. Semoga allah Swt selalu menjaga kalian dalam kebaikan 

dan kemudahan amin.  sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai 

menyelesaikan skripsi. 



 

iv 
 

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, 

dorongan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan 

rasa hormat dan terimakasih kepada, yth: 

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf. 

2. Bapak Dr. Hj. Maryani, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak,CA Sebagai Pembimbing proposal dan 

skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang 

sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan proposal dan 

skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  



 

v 
 

8. Ibu Jasmina Syafe’i, S.E, M.Ak.CA sebagai Penasehat Akademis yang 

telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga 

selesainya penulisan skripsi ini. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan 

dan penyusunan skripsi ini. 

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

11. Kepada cinta kasih keempat saudara penulis, kakanda Alifio, S.E., atas 

segala usaha, upaya dan doa untuk membantu keluarga khususnya 

kehidupan penulis selama masa perkuliahan dan adik Gilang Aulia 

Jefri, Bintang, dan Nugi Aulia Jefri. Terimakasih atas segala usaha, 

motivasi dan doa yang telah diberikan.  

12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Gita Syafitri, Cici 

Nurpadillah, dan Meilisa Wulandari yang telah banyak memberikan 

bantuan, semangat dan doa kepada penulis selama perkuliahan.  

13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believeng 

in me, I wanna thank me for doing all this hard word, I wanna thank 

me for having no days off, I wanna thank me for never quitting. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.  



 

vi 
 

Semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis 

menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa penulisan 

skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat 

penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila 

dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan 

pengetahuan penulis, dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembacanya. 

Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 

 

 

Pekanbaru, 30 Maret 2022 

Penulis,  

 

DENISA PUTRI 

11970322915 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK ......................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  iv 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  x 

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ..........................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................................  8 

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................  9 

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................  10 

1.5 Sistematika Penulisan ...............................................................................  11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................  14 

2.1 Landasan Teori .......................................................................................  14 

2.1.1 Teori keagenan ..............................................................................  14 

2.1.2 Teori Akuntansi Positif .................................................................  16 

2.1.3 Prudence Akuntansi ......................................................................  19 

2.1.4 Pengukuran Prudence Akuntansi ..................................................  22 

2.1.5 Peringkat Obligasi .........................................................................  25 

2.1.6 Konflik Bondholders-Shareholders ..............................................  32 

2.1.7 Political Cost .................................................................................  35 

2.2 Pandangan Islam Tentan Prudence akuntansi .....................................  39 

2.3 Penelitian Terdahulu ..............................................................................  41 

2.4 Kerangka Pemikiran ..............................................................................  46 

2.5 Pengembangan Hipotesis ........................................................................  46 

2.4.1 Pengaruh Peringkat Oblogasi terhadap Prudence 

akuntansi............... ................................................................................  46 

2.4.2 Pengaruh Konflik Bondholders-Shareholders terhadap 

Prudence Akuntansi ............... .............................................................  48 

2.4.3 Pengaruh Political Cost terhadap Prudence Akuntansi ................  49 

BAB III METODE PENELITIAN ...............................................................  51 

3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................  51 

3.1.1 Sumber data...................................................................................  52 

3.2 Populasi dan Sampel ...............................................................................  52 

3.2.1 Populasi  ........................................................................................  52 

3.2.2 Sampel ...........................................................................................  53 

3.3 Teknik Pengumpulan data .....................................................................  55 

3.4 Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel.......................  56 

3.5.1 Variabel dependen.........................................................................  56 

3.5.2 Variabel independen .....................................................................  57 



 

viii 
 

3.5 Metode analisis data................................................................................  61 

3.5.1 Uji Statistik deskriptif ...................................................................  61 

3.5.2 Uji asumsi klasik ...........................................................................  62 

3.5.3 Metode regresi data panel .............................................................  64 

3.5.4 Pemilihan model data panel ..........................................................  65 

3.5.5 Analisis regresi data panel ............................................................  67 

3.5.6 Pengujian hipotesis .......................................................................  68 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .............................  70 

4.1 Gambaran umum objek penelitian...................................................  70 

4.2 Analisis deskriptif ..............................................................................  72 

4.3 Metode estimasi data panel ...............................................................  74 

4.3.1 Common effect model (CEM) .......................................................  74 

4.3.2 Model fixed effect ..........................................................................  75 

4.3.3 Model random effect .....................................................................  76 

4.4 Pemilihan model data panel ..............................................................  76 

4.4.1 Uji chow ........................................................................................  77  

4.4.2 Ujia hausman .................................................................................  77 

4.4.3 Uji lagrange multiplier ..................................................................  78 

4.5 Uji Asumsi Klasik ...............................................................................  79 

4.5.1 Uji Normalitas ...............................................................................  79 

4.5.2 Uji Multikolinearitas .....................................................................  79 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas ..................................................................  81 

4.5.4 Uji Autokorelasi ............................................................................  82 

4.6 Analisis Regresi Data Panel .................................................................  83 

4.7 Pengujian hipotesis ............................................................................  85 

4.7.1 Uji Parsial (Uji-T) .........................................................................  85 

4.7.2 Koefisien Determinasi ...................................................................  88 

4.8 Pembahasan ........................................................................................  89  

4.8.1 Pengaruh Peringkat Obligasi terhadap Prudence Akuntansi  ..........  89 

4.8.2 Pengaruh Konflik Bondholders-Shareholders (DPR) 

terhadap  Prudence Akuntansi .........................................................  90 

4.8.3 Pengaruh Political Cost (ETR) terhadap Prudence 

Akuntansi ...........................................................................................  92 

BAB V PENUTUP ..........................................................................................  94 

5.1 Kesimpulan ..........................................................................................  94 

5.2 Keterbatasan.............................................................................................. 95 

5.3 Saran .....................................................................................................  95 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 



 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1    Pemeringkatan Jangka Pendek dan Jangka Panjang Obligasi .......  28 

Tabel 2.2    Peringkat Obligasi PT. Pefindo  ....................................................  30 

Tabel 2.3    Penelitian Terdahulu   ...................................................................  41 

Tabel 3.1    Kriteria Pemilihan Sampel ............................................................  54 

Tabel 3.1    Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian ...................  55 

Tabel 4.1    Perusahaan yang dijadikan sampel ...............................................  71 

Tabel 4.2    Analisis Deskriptif ........................................................................  72 

Tabel 4.3    Hasil Regresi Model Common Effect ............................................  75 

Tabel 4.4    Hasil Regresi Model Fixed Effect .................................................  75 

Tabel 4.5    Hasil Regresi Model Random Effect .............................................  76 

Tabel 4.6    Hasil Uji Chow ..............................................................................  77 

Tabel 4.7    Hasil Uji Hausman ........................................................................  78 

Tabel 4.8    Hasil Uji Lagrange Multiplier ......................................................  78 

Tabel 4.9    Hasil Uji Multikolinieritas ............................................................  81 

Tabel 4.10  Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................................  82 

Tabel 4.11  Hasil Uji Autokorelasi ..................................................................  82 

Tabel 4.13  Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Random Effect ............  84 

Tabel 4.14  Hasil Uji Parsial (t Test) ................................................................  86 

Tabel 4.15  Hasil Uji Koefisien Determinasi (  )...........................................  88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1     Kerangka Pemikiran  ........................................................................... 46 

Gambar 2.1     Kerangka Pemikiran  ........................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong perusahaan  untuk 

meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai salah satu 

kewajiban peretanggung jawaban baik keberhasilan maupun kegagalan atas 

pelaksanaan misi organisasi demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam organisasi . Permasalahan umum yang terjadi masalah mengenai 

informasi laporan keuangan akuntasi. Laporan keuangan akuntansi perusahaan 

yang menyajikan informasi mengenai kinerja dan kondisi. Dengan adanya 

akuntansi keuangan, dapat menyerderhanakan jalannya operasional perusahaan. 

 Laporan keuangan merupakan alat untuk menyampaikan informasi yang 

menggambarkan keadaan perusahaan dan kinerja manajemen perusahaan. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, manajemen 

wajib menyajikan secara lengkap laporan keuangan yang terdiri atas laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas 

dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia,2018). Penyajian 

laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen merupakan bentuk 

pertanggungjawaban sebagai pengelola sumber daya perusahaan kepada prinsipal 

yaitu investor. 

 Gejolak keuangan baru-baru ini telah membawa serangkaian peraturan 

yang berdampak pada kemampuan mengakses modal melalui pinjaman bank 
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tradisional Akibatnya, obligasi menjadi sarana yang semakin penting dalam 

pembiayaan perusahaan. Saat membeli obligasi, keadaan keuangan perusahaan 

peminjam menjadi penentu penting bagi calon pemegang obligasi. Keadaan 

keuangan ini dicerminkan melalui akuntansi keuangan dan karenanya sangat 

dipengaruhi oleh prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan 

tertentu.  

 Prudence merupakan pengganti dari konsep konservatisme. Seiring dengan 

adanya konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standards), konsep 

konservatisme kini digantikan oleh prudence, yang dimaksud dengan prudence dalam 

IFRS adalah pengakuan pendapatan boleh diakui meskipun masih berupa potensi, 

sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (revenue recognition) namun tetap 

saja menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengakuannya (Aristiani et al., 2017). 

Setelah SAK mengadopsi IFRS, IASB mengatakan bahwa sebenarnya baik 

prudence atau konservatisme bukanlah kualitas informasi akuntansi yang diinginkan 

sehingga mereka menciptakan IFRS dengan harapan laporan keuangan dapat menjadi 

relevan dan andal. Namun, pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tetap harus 

berhadapan dengan ketidakpastian ditengah era IFRS. Hal yang dianggap baik untuk 

mengatasi ketidakpastian tersebut adalah dengan menganut prinsip prudence pada level 

yang tepat dalam laporan keuangan. 

  Menurut Doupnik dan Perera (2007, dalam Aristiya dan Budiharta, 

2013), ketika perusahaan berada dalam situasi di mana terdapat ketidakpastian 

yang tinggi, maka perusahaan akan cenderung tidak optimis atau lebih 

konservatif. Walaupun dalam konvergensi IFRS diperkenalkan prinsip baru, yaitu 

prudence, namun konservatisme tetap dipergunakan karena prudence juga 
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merupakan konsep kehati-hatian yang di dalamnya masih terkandung unsur 

konservatisme. Akan tetapi dalam prinsip prudence, pendapatan boleh diakui 

walaupun masih berupa potensi, asalkan pendapatan tersebut memenuhi kriteria 

pengakuan pendapatan dalam IFRS (Aristiya dan Budiharta, 2013 dan dan 

Yustina, 2013) 

 Aktivitas ekonomi dan bisnis sedang berada pada kondisi yang tidak 

pasti sehingga penerapan prinsip prudence akuntansi menjadi salah satu 

pertimbangan perusahaan dalam pencatatan akuntansi dan transaksi keuangan 

perusahaan selama proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Prudence 

(Konservatisme) akuntansi adalah sikap kehati-hatian ketika mengambil 

keputusan dalam kondisi yang tidak menentu yang didasarkan pada asumsi 

ketidakpastian ekonomi perusahaan dimasa yang akan datang dengan cara 

mempercepat pengakuan biaya dan memperlambat pengakuan pendapatan 

(International Accounting Standards Board, 2018). Prinsip prudence penting bagi 

seorang manajer untuk mengurangi sikap optimistik yang berlebihan, sehingga 

laporan keuangan memiliki aset yang understatement dan liabilitas yang 

overstatement, hal ini diakibatkan pengakuan pendapatan dan keuntungan yang 

lebih lambat sedangkan pengakuan biaya dan kerugian lebih cepat (Noviantari dan 

Ni Made Dwi Ratnadi, 2015). Hal ini terlihat pada saat penyajian piutang usaha 

dimana semakin lama piutang belum tertagih maka risiko akan semakin tinggi 

sehingga manajemen mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan melakukan 

pencadangan piutang. Kondisi ini juga terjadi pada penyajian persediaan dimana 

pada saat nilai persediaan fluktuatif, manajemen mengantisipasi dengan memilih 
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kemungkinan terburuk yaitu pada harga yang terendah antara biaya dengan net 

realizable value.  

 Pada penyajian laporan keuangan harus sesuai syarat kehati-hatian dalam 

mengukur aset dan laba karena aktivitas bisnis yang dilingkupi suatu 

ketidakpastian (Rohminatin, 2018). Dengan tidak adanya kehati-hatian dalam 

menyajikan laporan keuangan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi 

kecurangan dalam laporan keuangan. Prudence akuntansi memiliki prinsip dalam 

hal pengaturan laba dimana prudence menggunakan kebijakan-kebijakan 

akuntansi untuk berusaha lebih mengakui beban atau kerugian terlebih dahulu 

meskipun belum terjadi dan mengakui pendapatan atau laba hanya ketika 

pendapatan atau laba tersebut benar-benar terjadi karenanya prudence 

menyebabkan laba akan menjadi lebih kecil. Teknis penerapan prudence dalam 

perusahaan tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh manajemen 

sendiri (Usbah, 2019).  

 Prudence akuntansi dapat dijelaskan dari perspektif teori keagenan yaitu 

manajer (agent) memiliki kesempatan untuk memaksimalkan kesejahtraannya 

sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham, debtholders, dan 

pihak pricipal lainnya. Konflik kepentingan terjadi karena adanya penyebaran 

kepemilikan dan pengendalian di mana manajer dan pemegang saham adalah 

orang yang berbeda (Nagara, 2019). 

 Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi adalah salah satu 

sektor yang memiliki persaingan yang cukup ketat. Salah satu aspek penting 
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dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional adalah pembangunan 

infrastruktur. Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi ialah sektor yang 

menuntut pendanaan jangka panjang serta padat modal, sehingga para investor 

masih dibayangi akan risiko yang tinggi ketika berinvestasi pada sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi. Oleh sebab itu, untuk menarik para investor 

maka pengelolaan perusahaan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Bentuk 

pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang salah 

satunya dapat dinilai melalui pertumbuhan laba. Apabila kinerja perusahaan baik 

maka pertumbuhan laba akan meningkat dan begitu sebaliknya. Sektor ini juga 

wajib menyajikan laporan keuangan yang menggunakan SAK, mengikuti aturan 

dari Bursa Efek Indonesia (BEI) (Ridho Yusera, 2020). Menurut Abibraya (2017), 

pada dasarnya karakteristik industri infrastruktur, utilitas dan transportasi di 

Indonesia secara umum dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: kesempatan, tantangan 

dan volatility (fluktuasi).  

 Pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dalam menjalankan 

proyeknya selain membutuhkan modal yang besar, umumnya juga merupakan 

proyek jangka panjang, sehingga dalam pengembalian modal membutuhkan 

waktu yang lama. Jika dalam pengelolaan proyek ini tidak dilakukan dengan baik, 

maka dapat menimbulkan kerugian bahkan kebangkrutan. Pernyataan di atas 

didukung dengan adanya kasus yang dialami PT Garuda Indonesia Tbk.  

 Terdapat fenomena akibat kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian 

dalam penerapan laporan keuangan (prudence akuntansi) yang terjadi di indonesia 

adalah kasus manipulasi laporan keuangan tercatat PT Garuda Indonesia pada 
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tahun 2020. Pada tahun 2019 PT Garuda Indonesia Tbk melakukan mainpulasi 

laporan keuangan, pada juni 2019 hasil pemeriksaan terhadap laporan keuagan PT 

Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018, dari hasil pemerikasaan, ditemukan 

adanya pelanggaran dalam pelaksanaan audit laporan keuangan PT Garuda 

Indonesia. Hal tersebut dikenakan sanksi oleh BEI. Pada Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) Tahun 2018 dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak 

menandatangani laporan keuangan, karena menganggap terdapat kejanggalan 

serta penyusunan laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan tersebut  menunjukkan 

bahwa PT Garuda Indoensua berhasil mendapatkan laba bersih sebesar USD 

809.84 ribu atau jika dirupiahkan sekitar RP.11,33 Miliar. Dimana kondisi 

berbanding terbalik pada tahun 2017 mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta. 

Kejanggalan tersebut diketahui berasal dari akun pendapatan lain-lain yang 

menunjukkan angka sebesar USD 278,81 juta, yang berarti bahwa terdapat 

kenaikan hampir 14 kali dari pendapatan lain-lain pada tahun 2017 yang hanya 

sebesar USD 19,7 juta. 

 Pada 8 mei 2019, Mahata Aero Teknologi (MAT) sebagai rekan bekerja 

sama dengan Garuda Indonesia sebagai layanan konektivitas, mencatatkan utang 

sebesar USD 239 juta karena belum melakukan pembayaran kepada garuda 

indonesia, dengan kontrak berlaku 15 tahun kedepan ,namun sudah dibukukan 

ditahun pertama dan diakui sebagai pendapatan dan masuk kedalam pendapatan 

lain-lain. sehubungan ini adanya penyusupan kepentingan oleh garuda indonesia 

untuk meningkatkan labanya. Jika kontrak tersebut tidak dicatat dalam akun 
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pendapatan, maka maskapai tersebut harus mencatatakan rugi sebesar USD 244 

juta. Pencatatan pendapatan lain-lain pada laporan keuangan PT Garuda Indoensia 

itu termasuk dalam bentuk kecurangan dalam keuangan. Kecurangan ini untuk 

menyembunyikan kinerja atau kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan oleh 

manajemen, sehingga investor akan mengira pendapatan perusahaan meningkat 

dan kondisi keuangan aman (Kompas.id PT. Garuda Indonesia,” 2020). 

 Fenomena tentang lainnya tentang kurangnya penerapan prudence terjadi 

pada perusahaan sektor pertambangan subsektor pertambangan logam dan mineral 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini bermula ketika pada 15 

April 2020 manajemen PT Timah Tbk (TINS) yang tiba-tiba menyajikan kembali 

laporan keuangan tahun 2018. Perusahaan terbukti melaporkan laba yang tinggi 

dari keadaan yang sebenarnya (overstated). Manajemen TINS melakukan revisi 

yang cukup signifikan. Bila sebelumnya laba bersih TINS per 31 Desember 2018 

berjumlah Rp 531,35 miliar, kini direvisi menjadi Rp 132,29 miliar. Manajemen 

TINS menyatakan bahwa alasannya melakukan revisi ialah dikarnakan kurang 

catat beban pendapatan atas penjualan logam timah, saldo property investrasi 

yang tidak tepat, metode pengakuan pendapatan penjualan bangunan rumah yang 

tidak tepat, dan pajak dibayar dimuka tidak tertagih (Kompas.com, 2020). 

Peristiwa ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak berhati-hati (tidak 

prudence) dalam membuat kebijakan manajemen perusahaan.  

 Setelah adanya kasus kesalahan dalam pencatatan atau tidak hatihatinya 

manajemen TINS dalam melaporan laporan keuangan tahun 2018, pada tahun 

2019 perusahaan dihadapkan kepada permasalahan yang cukup serius. Reza 
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Gunadha dan Acmad Fauzi (2020) menyatakan bahwa pada 2019 ini PT Timah 

Tbk merugi Rp 611,28 miliar. Kinerja yang baik di tahun 2018 membuat PT 

Timah meningkatkan produksinya, namun harga timah dunia yang merosot 

menjadi persoalan bagi perusahaan. Selain itu utang perusahaan juga 

membengkak senilai Rp 8,79 triliun. Manajemen perusahaan mengatakan bahwa 

untuk mengatasi permasalahan itu, pihaknya melakukan antisipasi dengan 

mengurangi beban operasi serta beban usaha. Namun faktanya jika dilihat dari 

laporan keuangan tahun 2019 beban umum dan administrasi yang membengkak 

menjadi Rp 1,05 Triliun, beban keuangan juga naik menjadi Rp 781 miliar. 

Perusahaan yang tidak mampu melakukan perencanaan dengan baik dalam 

memprediksi harga timah di pasar, sehingga membuat perusahaan mengalami 

kerugian yang sangat besar. 

 Penerapan prudence akuntansi saat ini sangatlah rendah, terdapat banyak 

perusahaan yang terkena kasus akibat salah pencatatan pada pelaporan keuangan 

perusahaan, sehingga peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait 

penerapan prudence akuntansi di Indonesia beserta dampak apa saja yang 

ditimbulkan dalam konsep tersebut. 

 Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi prudence akuntansi yaitu 

peringkat obligasi, konflik bondholder-shareholder, dan political cost. Dalam 

investasi obligasi, perusahaan yang menerbitkan obligasi  mempunyai kewajiban 

untuk membayar bunga secara regular sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga 

obligasi dapat mengakibatkan perubahan peringkat obligasi. Perubahan ini 
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mengakibatkan kemungkinan resiko gagal bayar yang mungkin terjadi yang 

disebabkan oleh lemahnya kemampuan emitmen dalam membayar bunga dan 

pinjaman pokok obligasi. Jika terjadi penurunan peringkat obligasi, maka 

perusahaan harus meninjau kembali beberapa kebijakan. Maka dari itu perusahaan 

akan menerapkan prudence akuntasi untuk memperkuat laporan keuangan untuk 

menghindari kerugian besar dimasa yang akan datang (Maharani et al., 2021).  

 Selain peringkat obligasi, dalam transaksi dipasar modal juga  terdapat 

konflik bondholder-shareholder, shareholder menuntut perusahaan membagikan 

dividen yang tinggi sebagai hasil dari investasi, sedangkan bondholders menuntut 

perusahaan untuk tidak membayarkan dividen berlebihan agar aset cukup 

membayar utang. Kondisi tersebut menyebabkan bondholder kehilangan jaminan 

pelunasasn utang yang berpotensi meningkatkan risiko tidak bayar  sehingga akan 

meningkatkan potensi konflik Bondholder-Shareholder, maka perusahaan akan 

menerapkan prudence akuntansi untuk mencegah kerugian berlebih. 

 Ukuran selanjutnya yaitu political cost , sesuai dengan peraturan yang 

berlaku baik dari peraturan perpajakan maupun peraturan - peraturan lainnya, 

biaya politis akan timbul dari adanya konflik kepentingan antara perusahaan dan 

pemerintah selaku wakil dari masyarakat yang berwenang untuk melakukan 

pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat (Savitri, 2016:90). 

Biaya politik mencakup semua biaya transfer kekayaan yang harus ditanggung 

perusahaan sehubungan dengan tindakan antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, 

pajak, tarif, tuntutan tenaga kerja dan lain-lain (Chusnul , 2019). Jika perusahaan 

besar memiliki laba yang relatif tinggi secara permanen, maka pemerintah dapat 
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didorong untuk menaikkan pajak dan meminta pelayanan publik yang lebih tinggi 

kepada perusahaan. Akhirnya, manajer perusahaan besar mungkin cenderung 

memilih metode akuntansi yang menunda pelaporan laba untuk mengurangi biaya 

biaya politik perusahaan (Reskino dan Vemiliyarni, 2014). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

dimaksudkan untuk menguji kembali pentingnya suatu konsep prudence akuntansi 

dengan mengangkat judul Pengaruh Peringkat obligasi, Konflik Bondholders-

Shareholders, dan Political Cost terhadap Prudence Akuntansi (Pada 

Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Trasportasi yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2018-2021). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah peringkat obligasi berpengaruh signifikan terhadap Penerapan  

Prudence Akuntansi pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia tahun 2018-2021? 

2. Apakah konflik Bondholders-Shareholders berpengaruh signifikan terhadap 

Penerapan Prudence Akuntansi pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia tahun 2018-2021? 

3. Apakah Political Cost berpengaruh signigikan terhadap Penerapan Prudence 

Akuntansi pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indinesia tahun 2018-2021? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah Peringkat Obligasi berpengaruh terhadap 

Penerapan Prudence Akuntansi pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia tahun 2018-2021 

2. Untuk mengetahui apakah Konflik Boundholders-Shareholders 

berpengaruh terhadap Penerapan Prudence Akuntansi pada perusahaan 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indinesia tahun 2018-2021. 

3. Untuk mengetahui apakah  Political Cost berpengaruh terhadap Penerapan 

Prudence Akuntansi pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia tahun 2018-2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Bagian manfaat penelitian ini akan menunjukkan manfaat dan pentingnya 

penelitian, terutama pada pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan 

dalam arti luas. 

1. Secara teoritis 

Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

prudence akuntansi dan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding 

penelitian terdahulu dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak manajemen dalam penggunaan 

prinsip prudence akuntansi sebab bersisi faktor- faktor serta komponen 

didalam perusahaan yang dapat mempengaruhi penerapan prudence 

akuntansi, sehingga perusahaan dapat memperhatikan agar perusahaan 

lebih prudence dalam akuntansi.  

3. Bagi investor dan calon insvestor 

Penelitian ini dapat dan mampu membantu investor serta calon investor 

agar menerapkan prinsip kehati-hati terhadap pengambilan keputusan 

investasi dan laporan keuangan terdapat informasi sebagai alat ukur 

kinerja suatu perusahaan sehingga memberikan pemahaman investasi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan secara singkat isi 

masingmasing bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

 tujuan peneitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori yang 

mendasari penelitian, teori keagenan, teori akuntansi positif, 

tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pandangan 
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islam tentang prudence, penelitian terdahulu, dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian berisi penjelasan tentang metode 

penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, populasi dan 

sampe, variabel penelitian, teknik analisis data dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab hasil dan pembahsan berisi tentang uraian dan 

penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup 

gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil 

analisis perhitungan statistik dan pembahsan 

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan yang diperoleh. Setelah itu, disajikan keterbatasan 

serta saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan  pertama kali dikembangkan oleh Mechling dan Jensen pada 

tahun 1976. Konsep teori keagenan merupakan hubungan keagenan yang terjadi 

karena adanya suatu kontrak yang mana satu atau lebih pemilik menggunakan 

agen (manajer) untuk memberikan jasa demi kepentingan principal dalam 

menjalankan perusahaan. Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 

kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Pemilik perusahaan atau 

investor menginginkan laba tampak tidak besar karena kepentingan pajak namun 

manajer perusahaan menginginkan agar laba terlihat besar sehingga kinerja dinilai 

baik. Tindakan membesar-besarkan laba perusahaan oleh manajer dapat dicegah 

dengan memilih prinsip prudence (Andreas et al. 2017). Menurut scott (2015) 

konsep agency theory adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, 

dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas 

untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan 

kepentingan principal.  

Prinsipal memiliki harapan untuk mendapatakan keuntungan dari pemberian 

wewenang kepada agen, namun kenyataannya antara kedua pihak tersebut sering 

terjadi konflik kepentingan yang memicu timbulnya masalah keagenan. Masalah 

keagenan dapat diminimalisir dengan membuat mekanisme pengawasan yang 
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dapat menyetarakan kepentingan pihak yang terkait. Mekanisme pengawasan ini 

menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, biaya ini yang disebut 

dengan biaya keagenan. Teori keagenan (agency theory) merupakan sebuah teori 

yang muncul saat kegiatan bisnis tidak selalu dikelola langsung oleh pemilik 

entitas, manajemen diserahkan kepada agen. Pemilik lalu meminta auditor laporan 

keuangan dan memeriksa kelayakan laporan keuangan kepada agen tersebut (Jan 

Hoesada 2021). 

Jan Hoesada (2021) menyatakan bahwa teori keagenan (agency theory) 

merupakan sebuah teori yang muncul tatkala kegiatan bisnis tak selalu dikelola 

langsung oleh pemilik entitas, dan hal-ikhwal manajemen diserahkan kepada 

agen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai 

“agency relationship as a contract under which one or more person (the 

principals) engage another person (the agent) to perform some service on their 

behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”. 

Prudence akuntansi dapat dijelaskan dari perspektif teori keagenan yaitu 

manajer (agent) memiliki kesempatan untuk memaksimalkan kesejahtraannya 

sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham, debtholders, dan 

pihak pricipal lainnya. Konflik kepentingan terjadi karena adanya penyebaran 

kepemilikan dan pengendalian di mana manajer dan pemegang saham adalah 

orang yang berbeda.  
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2.1.2 Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif ialah suatu teori yang memprediksi kebijakan 

akuntansi yang hendak dipilih perusahaan dalam kondisi tertentu. Menurut (Hery, 

2017:107) teori akuntansi positif menjelaskan tentang bagaimana praktek 

akuntansi itu dilakukan berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara empiris. 

Menurut Amin (2018: 102) teori akuntasi positif merupakan suatu teori yang 

menjelaskan tentang suatu proses yang berisikan kemampuan,pemahaman, dan 

pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang sesuai untuk 

kondisi tertentu diwaktu yang akan datang. Jadi, berdasarkan penjelasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi positif bertujuan untuk memprediksi 

praktek-praktek akuntansi serta menjelaskannya mengapa dilakukan dan untuk 

apa dilakukan.  

Penelitian ini didasarkan pada Agency Theory. Teori ini dikemukakan oleh 

Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Teori keagenan ini muncul 

karena ketika satu orang atau lebih (prinsipal) menggunakan pihak lain (agent) 

untuk memberikan layanan dan kemudian mempercayakan wewenang dalam 

pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat, maka dengan itu akan 

terjadi suatu hubungan. Pokok dari ikatan keagenan adalah pemisahan fungsional 

antara kepemikikan investor dan kendali manajemen. 

Menurut watss dan Zimmerman (1986) dalam teori akuntansi positif 

memiliki 3 hipotesis, yaitu antara lain: 
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1. Plan bonus hypotesis (hipotesis bonus plan), ialah suata keadaan dimana 

perusahaan yang menggunakan bonus plan cenderung berdasarkan net income 

yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dilakukan untuk 

memaksimumkan bonus yang akan perusahaan peroleh karena seberapa besar 

tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam memngukur 

keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus tergantung pada besarnya laba 

perusahaan, maka perusahaan dapat meningkatkan bonusnya dengan 

meningkatkan laba yang maksimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

perusahaan yang mempunyai kebijakan pemebrian bonus yang berdasarkan 

pada laba akuntansi, akan cendrung memilih prosedur akuntansi yang 

meningkatkan laba tahun berjalan.  

2. Debt convenant hypotesis (hipotesis konvenan utang), ialah suatu keadaan 

dimana perusahaan menurunkan rasio utangnya dengan cara meningkatkan 

laba sekarang dengan menggeser dari laba-laba periode besok. Perusahaan 

melakukan ini berguna untuk menghindari adanya kedekatan terhadap 

konvernan utang dan untuk mendapatkan suku bunga pinjaman yang lebih 

rendah karena rasio hutang yang rendah dapat menyebabkan resiko 

kebangkrutan perusahaan menjadi rendah. 

3. Political cost hypotesis, ialah perusahaan cenderung untuk menurunkan laba 

sekarang dengan menggeserkan laba periode sekarang ke periode berikutnya. 

Motivasi perusahaan melakukan ini antara lain  untuk menghindari tekanan 

politik seperti tuduhan monopoli dengan menunjukkan laba perusahaan tidak 

berlebihan seperti yang dicurigai, melobi ke lembaga pemerintah yang 
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berwenang untuk melindungi industri, dari barang impor yang menyebabkan 

keuntungan industri merosot, menghindari tuntuan serikat kerja dengan 

menunjukkan bahwa laba perusahaan menurun dan sebagainya. Perusahaan 

dapat menurunkan laba dengan mengubah metode atau prosedur akuntansi.  

Tiga hipotesis diatas akan memberikan arah pengujian empiris suatu 

prediksi. Manajer dengan bonus plan diperkirakan akan memilih kebijakan 

akuntansi yang kurang konservatif dibandingkan dengan manajer tanpa bonus 

plan. Manajer tersebut akan menolak standar akuntansi yang mengakibatkan 

pelaporan laba perusahaannya yang lebih rendah. Di sisi lain, pada hipotesis love 

an utang, jika manajer dihadapkan pada rasio utang/modal yang tinggi akan 

memilih kebijakan akuntansi yang kurang konservatif karena risiko 

kebangkrutannya juga tinggi. Pada hipotesis political cost, manajer perusahaan 

besar lebih suka memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif 

dibandingkan manajer perusahaan kecil. Perusahaan besar juga cenderung tidak 

menolak standar baru yang melaporkan laba yang lebih rendah. Hipotesis ini juga 

diartikan dalam pandangan efisiensi kontrak (Rahmawati, 2021:155).  

Teori akuntansi positif menyebutkan bahwa financial distress yang tinggi 

menyebabkan manajer cenderung menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan pada 

suatu perusahaan maka akan mendorong manajer untuk mengurangi tingkat 

konservatisme akuntansi, manajer perusahaan akan melakukan berbagai cara agar 

kinerjanya terlihat baik, oleh karna itu manipulasi angka laporan keuangan sering 

dilakukan (Pramudita, 2012).  
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Ketiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa akuntansi teori positif 

mengakui adanya tiga hubungan keagenan (1) antara manajemen dengan pemilik, 

(2) antara manajemen dengan kreditur, (3) antara manajemen dengan pemerintah. 

Masalah agency muncul disebabkan karena adanya asimetri informasi antara 

agent dan principal, dimana agent lebih banyak mempunyai informasi 

dibandingkan principal sehingga menyebabkan adanya moral hazard (Belkaoui, 

2000). 

Praktik akuntansi positif digunakan secara baik untuk menjelaskan 

kejadian keuangan masa lalu dan menjelaskan berbagai sebab kondisi akrual 

entitas laporan keuangan. Secara factual, bila pendapatan lebih kecil dari beban, 

maka terjadilah laporan rugi tahun berjalan karena hal ini tidak bisa terdistorsi 

nilai wajar. Bila arus kas masuk lebih kecil dari arus kas keluar, maka akan terjadi 

laporan deficit kas pada laporan arus kas, oleh karena itu laporan arus kas 

ternominasi sebagai sebuah komponen laporan keuangan yang bebas terkena 

rekayasa/ teknologi akuntansi.  

2.1.3 Prudence Akuntansi 

Sejak tahun 1994, sebagian PSAK sudah mengacu pada IAS atau sekarang 

dikenal sebagai IFRS, tetapi masih ada beberapa bagian yang mengacu pada US 

GAAP. Pada tahun 2006, Indonesia yang tergabung dalam The Group of Twenty 

(G20) melakukan konvergensi IFRS ke dalam standar akuntansi yang sudah 

berlaku sebelumnya. Tujuan digunakannya IFRS adalah agar laporan keuangan di 

seluruh negara mengacu pada suatu standar utama yang sama dan dapat diterima 
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secara umum oleh negara-negara lain. Tujuan tersebut juga menjadi alasan bagi 

Indonesia untuk mengadopsi IFRS. Dengan diadopsinya IFRS, diharapkan tidak 

hanya laporan keuangannya yang dapat diterima secara umum, namun 

perusahaanperusahaan di Indonesia juga tidak akan menghadapi kesulitan untuk 

mendapatkan investor asing (Ramawati, 2015) 

Berdasarkan prinsip “antisipasi tidak ada laba dan bersiap untuk segala 

kemungkinan merugi” atau dalam situasi ketidakpastian berisiko bencana, prinsip 

kehati-hatian akuntansi memilih bersikap waspada sampai pembuktian sebaliknya 

(aman) muncul. Konsep kehati-hatian diterapkan pada transaksi atau situasi 

mengandung keraguan masuk akal. Asas Prudence Akuntansi (konservatisme) 

perbeda dengan akuntansi kreatif atau akuntansi oportunistis bahawa pengakuan/ 

pengukuran pendaparan atau laba sengaja direkayasa agar lebih rendah dari 

semestinya (Jan Hoesada, 2021:203). 

Seiring dengan adanya konvergensi IFRS, konsep konservatisme yang kini 

digantikan oleh prinsip prudence tidak sepenuhnya ditinggalkan. Beberapa standar 

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masih menggunakan konsep 

konservatisme seperti PSAK No. 14 tentang Persediaan yang menjelaska bahwa 

persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga 

perolehan dengan nilai realisasi bersih, dan PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai 

Aset yang menjelaskan bahwa penurunan nilai aset merupakan rugi yang harus 

segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif (Ardina dan Januarti, 2012).  
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Sejak tahun 2010 prinsip konservatisme akuntansi diganti dengan prudence 

/ kehati – hatian yang penilaiannya lebih ke arah current value. Prinsip prudence 

mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi 

ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta 

liabilitas atau beban tidak terlalu rendah. Namun, prinsip prudence tidak 

memperbolehkan membentuk cadangan tersembunyi atau penyisihan yang 

berlebihan dan dengan sengaja menetapkan aset atau penghasilan terlalu rendah 

atau pencatatan liabilitas dan beban yang lebih tinggi. Prinsip prudence hampir 

sama dengan prinsip konservatisme. Hanya saja prudence lebih menekankan pada 

kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat 

perkiraan yang akan sangat diperlukan ketika berada pada kondisi yang tidak 

pasti, sehingga aset atau pendapatan tidak akan dilebih-lebihkan serta kewajiban 

atau pengeluaran tidak perlebihan (Rahmawati, 2015).  

Prudence dalam IFRS merupakan pengakuan penghasilan yang boleh diakui 

masih berupa potensi selama memenuhi syarat pengakuan pemasukan( revenue 

recognition) tetapi tetap saja memakai prinsip kehati-hatian dalam pemgakuannya 

( Aristiani et al ., 2017). Setelah SAK mengadopsi IFRS, IASB menyatakan jika 

sebenarnya baik prudence ataupun konservatisme bukanlah kualitas informasi 

akuntansi yang diinginkan mereka sehingga menciptakan IFRS dengan harapan 

laporan keuangan bisa menjadi relavan. Tetapi, pada realitisnya perusahaan-

perusahaan senantiasa wajib berhadapan dengan ketidakpastian ditengah periode 

IFRS. Perihal yang dianggap baik untuk menangani ketidakpastian tersebut yakni 



 

 
 

22 

dengan menganut prinsip prudence pada tingkat yang tepat dalam laporan 

keuangan.  

Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2, 

konservatisme didefinisikan sebagai “a prudent reaction to uncertainty to try to 

ensure that uncertainty and risks inherent in business situations are adequately 

considered”. Prudence diartikan sebagai reaksi kehati-hatian terhadap 

ketidakpastian yang terjadi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.  

Watts (2003) medefinisikan prudence sebagai prinsip kehati-hatian dalam 

pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan 

mengukur aset dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang 

mempunyai kemungkinan yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan 

pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aset 

yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. 

Dalam Glosarium Statment konsep N0. 2 FASB( Financial Accounting 

Statement Board) dipaparkan kalau prudence merupakan respon kehati- hatian 

dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan guna berupaya 

memastikan bahwa ketidakpastian serta resiko dalam area bisnis yang sudah 

cukup dipertimbangkan. Menurut Rahmawati (2015) Beberapa pilihan metode 

pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan prudence 

diantaranya adalah:  

1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan 

dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode 
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yaitu FIFO (first in first out) atau masuk pertama keluar pertama dan 

metode ratarata tertimbang.  

2. PSAK No. 16 tentang aset tetap dan aset lain-lain yang mengatur 

estimasi masa manfaat suatu aset tetap.  

3. PSAK No.19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode 

amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusunan suatu aset atas 

dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.   

4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan 

bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat 

hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yangdiharapkan 

perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. 

Menurut Yadiati & Mubarok (2017 : 78) prudence yakni suatu kondisi 

dengan cepat melaksanakan pengakuan keuntungan ekonomi dibanding dengan 

mengakui kerugian. Perbandingan perlakuan ini terlihat pada ketepatan waktu 

penyajian yang tidak sama antara saat merespons terjadinya laba (berita baik) 

dibanding pada saat terjadinya rugi (berita buruk). Prudence ialah sesuatu 

pengakuan serta pengukuran laba yang dilakukan dengan kehati- hatian yang 

dikarenakan sebab adanya lingkungan ekonomi yang tidak tentu. 

M.& Hanafi ( 2018:41) melaporkan bahwa prudence ialah sesuatu asumsi 

dengan kehati- hatian atas ketidakpastian yang ada, sedemikian rupa agar 

ketidakpastian tersebut serta resiko yang berkaitan dalam situasi bisnis dapat 

dipertimbangkan dengan cukup memadai. Laporan keuangan yang dilaporkan atas 
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prinsip kehati- hatian akan memberi utilitas yang terbaik untuk semua pengguna 

laporan keuangan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prudence 

akuantansi ialah suatu tindakan kehati-hatian dalam mengakui aktiva atau 

pendapatan (good news) dan mengakui bad news seperti beban, cadangan 

kerugian piutang tak tertagih secara lebih cepat untuk menghindari atau 

mengurangi resiko yang mungkin terjadi karena adanya ketidakpastian dalam 

berbisnis. Prudence merupakan konfergensi dari konservatisme akuntansi atau 

yang berarti prinsip kehati-hatian dalam mengakui pendapatan atau aktiva dan 

beban yang dapat berakibat mengecilkan laba yang dihasilkan suatu perusahaan 

guna mengurangi resiko dari ketidakpastian dimasa depan. Berikut diuraikan 

manfaat mengenai prinsip prudence akuntansi:  

1. Prinsip prudence bermanfaat 

Peneliti yang mendukung penerapan prinsip prudence mengatakan 

bahwa prinsip ini memberikan manfaat untuk perusahaan, salah satunya 

untuk menghindari oportunistik manajer terkait dengan kontrak-kontrak 

yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (wijayanti, 

2022).  

Ketika kepemilikan manajer rendah maka manajer cenderung 

untuk melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunisitik adalah 

tindakan yang dilakukan pihak tertentu untuk memaksimalkan 

kepentingannya. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, manajer akan 

melakukan manajemen laba agar laba yang dilaporkan menjadi besar. 
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Dengan begitu kinerja manajer akan dinilai lebih baik oleh pemegang 

saham dan manajer akan mendapatkan imbalan yang besar. 

 

 

2.1.4 Pengukuran Prudence Akuntasi 

Earning/Stock Return Relation Measure, Earning/Accrual Measures, Net 

Asset Measure. Berbagai peneliti telah menggunakan berbagai metode 

pengukuran prudence akuntansi. Berikut beberapa pengukuran prudence 

akuntansi sesuai dengan pendekatan Watt (2003): 

1. Earning/ Stock Return Relation Measure 

Basu (1997) menyatakan bahwa prudence menyebabkan kejadian-

kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba 

yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena 

kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

harus segera diakui sehingga mengakibatkan kabar buruk lebih cepat 

terefleksi dalam laba dibandingkan kabar baik. Dalam modelnya basu 

menggunakan model piecewise-linear regression sebagai berikut:  

ΔNI = α0 + α1ΔNIt-1 + α2DΔNIt-1 + α3DΔNIt-1 x ΔNIt-1 + εt 

Dimana ΔNIt adalah net income sebelum adanya extraordinary items 

dari tahun t-1 hingga t, yang diukur dengan menggunakan total assets awal 

nilai buku. Sedangkan DΔNIt-1 adalah dummy variable, dimana bernilai 1 

jika perubahan ΔNIt-1 bernilai negatif. 
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2. Earning/Accrual Measures  

Pengukuran prudence juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

akrual. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum 

depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual 

negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini 

dilandasi oleh teori bahwa prudence menunda pengakuan pendapatan dan 

keuntungan serta mempercepat pengakuan biaya dan utang. Dengan begitu, 

laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan 

yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut 

dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan 

keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi 

dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif. 

Depresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan CONACC karena 

depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada 

saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari 

kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi 

biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan 

kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan. 

       
(            )   (  )

  
 

(Sumber: Givoly dan Hayn (2000))) 

Keterangan:  

CONACC: Prudence akuntansi.  
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NIO: Laba bersih operasi.  

DEP: Depresiasi atau penyusutan.  

CFO: Arus kas operasi.  

TA: Total aset. 

3. Net Asset Measures  

Pengukuran ini menggunakan nilai aktiva yang understatement dan 

kewajiban yang overstatement. Salah satu model pengukurannya adalah proksi 

pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan 

mengunakan market to book ratio yang mencerminkan nilai pasar relatif 

terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, 

mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan 

mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya. Adapun rumus 

yang digunakan dalam mengukur prudence akuntansi dengan metode nilai 

buku atau nilai aset persaham yaitu: 

               
                     

                    
 

(Sumber : Watts (2003) ) 

2.1.5 Peringkat obligasi 

Salah satu produk yang diperdagangkan dalam pasar modal adalah 

obligasi. Obligasi dapat digunakan perusahaan penerbit (emiten) untuk membiayai 

ekspansi bisnisnya ataupun untuk melunasi utang perusahaan baik berupa obligasi 

yang telah diterbitkan sebelumnya yang akan jatuh tempo dan pembayaran utang 
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jangka panjang pendek. Didalam Bursa Efek Indonesia, obligasi merupakan surat 

utang jangka menengah ataupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan 

yang isinya antara lain janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar 

imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada 

waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. 

Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, 

dimana disana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal 

seperti nilai nomina, tingkat dulu bunga, jangka waktu, nama penerbit dan 

beberapa ketentuan lainnya terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh 

lembaga terkait (Irham Fahmi, 2020:343).  

Baridwan (2021:221) menyatakan bahwa obligasi merupakan pengakuan 

tang pihak yang mengeluarkan pada pihak yang membeli (investor). Surat obligasi 

menunjukkan jumlah nominal, bunga dan tanggal pembayarannya dan perjanjian-

perjanjian lain, sehingga dapat dikatakan bahwa obligasi merupakan suatu janji 

tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa 

yang akan datang dan juga bunga setiap tanggal tertentu. Hartono (2017:230) 

menyatakan bahwa obligasi (bond) dapat didefinisikan sebagai utang jangka 

panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga tetap jika 

ada.  

Didalam PSAK No.50 Akuntansi Investasi Eden Tertentu, dinyatakan 

bahwa investasi obligasi harus dikelompokkan kedalam salah satu dari tiga 

kelompok berikut ini : 
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a. Dimiliki hingga jatuh tempo (held to manturity). Investasi obligasi harus 

dimasukkan ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo jika perusahaan 

bermaksud untuk memiliki obligasi itu hingga jatuh tempo. 

b. Diperdagangan (trading). Jika perusahaan tidak bermaksud memiliki hingga 

jatuh tempo dan akan menjualnya kembali dalam waktu dekat investasi ini 

harus dikelompokkan sebagai diperdagangkan. 

c. Tersedia untuk dijual (available for sale). Investasi obligasi ini tidak dapat 

dikelompokkan sebagai dimiliki sampai jatuh tempo atau diperdagangkan. 

 Selanjutnya peringkat obligasi membantu investor untuk me bentuk an 

risolò berbagai obligasi. Peringkat obligasi hanya dapat dilakukan oleh 

perusahaan pemeringkat efek yang mengantongi izin usaha dari OJK. Perusahaan 

pemeringkat efek merupakan perusahaan penasihat investasi yang tugas utamanya 

melakukan pemeringkatan terhadap objek pemeringkatan, vaitu instrument rating 

(seperti: efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset atau efek lain) dan company 

rating (yaitu entitas, termasuk reksa dana dan dana investasi real estate berbentuk 

KIK). Peringkat obligasi merupakan opini terhadap kemampuan pihak yang 

menjadi objek pemeringkatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara 

tepat waktu ( Diana & Tjiptono, 2021:281).  

 Menurut peraturan OKK, Mo 59/Pojk.04/2015 tentang publikasi 

perusahaan Pemeringkat Efek rating atau peringkat adalah opini tentang 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh 

suatu pihak : 

1. Sebagai entitas (company rating) 
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2. Berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh pihak yang diperingkat 

(instrument rating).  

Peringkat obligasi menggambarkan pada credible dan prospek layaknya 

obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan sebagai salah satu current asset perusahaan 

(Fahmi, 2014:36). Peringkat obligasi juga merupakan indikator penting mengenai 

kualitas kredit perusahaan dan skala risiko dari semua obligasi yang 

diperdagangkan. Peringkat obligasi perusahaan memberikan petunjuk bagi 

investor tentang kualitas investasi obligasi yang mereka minati (Veronica:2015).   

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP Tanggal 

22 Desember 2011 perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Bank 

Indonesia, maka Bank Indonesia menyatakan terdapan enam lembaga 

pemeringkat yang diakui yaitu Fitch Rating, Moody’s Investor Service, Standard 

and Poor’s, PT. Fitch Ratings Indonesia, PT. ICRA Indonesia, PT. Pemeringkat 

Efek Indonesia (PEFINDO).  

Tabel 2.1  

Pemeringkat Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

 

Perusahaan 

Pemeringkat 

Peringkat jangka 

pendek 
Peringkat jangka Panjang 

Fitch Ratings 
F1+; F1; F2; F3; 

B; C; D 

“AAA; AA+; AA; AA-; A+; 

A; A-; BBB+; BBB; BBB-; 

BB+; BB; BB-; B+; B; B-; 

CCC; CC; RD; D” 

Moodys 

Investor 

Service 

P-1; P-2; P-3; NP 

“ Aaa; Aa1; Aa2; Aa3; A1; 

A2; A3; Baa1; Baa2; Baa3; 

B1; B2; B3; Caa1; Caa2; 

Caa3; Ca; C” 

Standard and 

Poor`s 

A-1; A-2; A-3; B; 

B-1; B-2; B-3; C; 

“AAA; AA+; AA; AA-; A+; 

A; A-; BBB+; BBB; BBB-; 
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D BB+; BB; BB-; B+; B; B-; 

CCC+; CCC; CCC-; CC; 

CC; C; D” 

PT Fitch 

Ratings Indonesia 

F1+(idn); F1(idn); 

F2(idn); F3(idn); 

B(idn); C(idn); 

D(idn) 

“AAA(idn); AA+(idn); 

AA(idn); AA-(idn); A+(idn); 

A(idn); A-(idn); BBB+(idn); 

BBB(idn); BBB-(idn); 

BB+(idn); BB(idn); BB-

(idn); B+(idn); B(idn); B-

(idn); CCC(idn); CC(idn); 

C(idn); RD(idn); D(idn)” 

PT 

Pemeringkat 

Efek 

Indonesia 

IdA1; idA2; idA3; 

idA4; idB; idC; 

IdD 

“idAAA; idAA+; idAA; id 

AA-; idA+; idA; idA-; 

idBBB+; idBBB; idBBB-; 

idBB+; idBB; idBB-; idB+; 

idB; idB-; idCCC; idSD; 

idD” 

(Sumber : Rudiyanto, 2022) 

Untuk rating obligasi mulai dari BB+ atau BB+ atau Ba1 kebawah disebut 

obligasi dengan rating Non Investment Grade atau tidak layak investasi. 

Sementara obligasi dengan BBB- atau Baa3 keatas disebut obligasi dengan rating 

Investment Grade atau layak invetasi. Semakin tinggi rating perusahaan, semakin 

kecil pula kemungkinan gagal bayar. 

Rating dinilai setiap tahun atau lebih cepat apabila ada perkembangan 

terbaru yang dapat mengubah kemampuan membayar perusahaan secara 

signifikan, dalam hal outlook, biasanya perusahaan pmeringkat PEFINDO 

menambahkan lagi peringkat sebagai contoh : 

1. Rating A+ Outlook Negatif, artinya pada pemeringkatan berikutnya, rating 

perusahaan berpotensi turun. 
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2. Rating A+ Outlook Stabil, artinya pada pemeringkatan berikutnya, rating 

perusahaan berpotensi tetap. 

3. Rating A+ Outlook Positif, artinya pada pemeringkatan berikutnya, rating 

perusahaan berpotensi naik. 

PT Pefindo merupakan lembaga pemeringkat satu-satunya di Indonesia yang 

memiliki default data dan default study yang dapat digunakan oleh perusahaan 

termasuk Bank Indonesia. Berdasarkan uraian diatas Peringkat PEFINDO adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2  

Peringkat Obligasi PT.Pefindo 

 

Peringkat Keterangan 

AAA 

Efek hutang dengan peringkat AAA merupakan Efek 

Utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang di 

dukung oleh kemampuan Obligor yang superior relative 

disbanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban financial jangka panjang sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

AA 

Efek utang dengan peringkat AA memiliki kualitas kredit 

sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh 

kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi 

kewajiban finasial jangka panjangnya sesuai dengan 

yang diperjanjikan relatif dibandingkan dengan entitas 

Indonesia lainnya 

A 

Efek utang dengan peringkat A memiliki dukungan 

kemampuan Obligor yang kuat dibandingkan dengan 

entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban 

finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang 
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diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan 

yang merugikan 

BBB 

Efek utang dengan BBB didukung oleh kemampanan 

obligor yang memadai relatif dibandingkan dengan 

entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban 

finansial, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah 

oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang 

merugikan30 

BB 

Efek utang dengan peringkat BB menunjukan dukungan 

kemampuan Obligor yang agak lemah relatif 

dibandingkan dengan entitas lainnya untukmemenuhi 

kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan 

yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis 

dan perekonomian yang tidak menentu 

B 

Efek utang dengan peringkat B menunjukan parameter 

perlindungan yang sangat lemah. Walapun Obligor masih 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan 

keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan 

memperburuk kemampuan obligator utuk memenuhi 

kewajiban finansialnya. 

CCC 

Efek utang dengan peringkat CCC menunjukan Efek 

hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

finansialnya, serta hanya tergantung kepada perbaikan 

keadaan eksternal. 

D 

Efek utang dengan peringkat D menandakan Efek hutang 

yang macet. Perusahaan penerbit sudah berhenti 

berusaha. 

(Sumber : PT.Pefindo, 2022) 
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 Didalam obligasi rating tertinggi adalah AAA yang menunjukkan 

kualitas terbaik serta memiliki tingkat risiko default yang paling rendah. 

Sedangkan untuk klasifikasi rating yang paling rendah adalah D, yang 

menunjukkan perusahaan default. Didalam obligasi rating AAA sampai dengan 

BBB termasuk kategori obligasi yang layak untuk investasi (investment grade) 

sedangkan,untuk obligasi dibawah rating BBB termasuk ke dalam kategori non 

investment grade dan dinilai bersifat 21 spekulatif untuk investasi. Produk dari 

Pefindo salah satunya adalah mengeluarkan rating outlook yaitu merupakan 

penilaian atas prospek jangka menengah dan jangka panjang mengenai suatu 

institusi yang diperingkat meliputi evaluasi terhadap perubahan perekonomian dan 

bisnis tersebut. 

 Peringkat obligasi diukur dengan menggunakan variabel dummy. 

Menurut Pefindo, perusahaan dengan kategori investment grade (AAA, AA, A) 

diberi nilai 1 sedangkan non investment grade (BBB, BB, B, CCC, D) diberi nilai 

0 (Septywanti, 2013). 

2.1.6 Konflik Bondholders-Sharefolders 

Menurut Ralph E et al., (1985:131) menyatakan bahwa Bondholders 

adalah perusahaan yang memberikan pinjaman atau pihak kreditur. Bondholders 

dapat dikatakan sebagai pemegang obligasi. Selian itu menyatakan bahwa 

Shareholders adalah salah satu dari para pemilik perusahaan perseroan, yang 

kepemilikannya dinyatakan dengan jumlah lembar stock (saham). Shareholder 

dapat juga disebut dengan stockholder atau pemegang saham (Nagara, 2019).  
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Terdapat berbagai macam suatu masalah yang dapat menimbulkan suatu 

konflik bondholders-shareholders diantaranya yaitu masalah underinvestment, 

masalah penggantian aktiva (assets substitution), masalah penerbitan hutang 

baru.dan masalah kebijakan dividen atau pada saat perusahaan mencari pendanaan 

dari hutang. Semakin besar bondholders melakukan klaim atas aktiva perusahaan, 

maka semakin besar pula hutang perusahaan. Konflik bondholders-shareholders 

yang menjadi topik penelitian ini merupakan konflik seputar kebijakan dividen. 

Pembayaran dividen kas dalam jumlah yang besar akan mengurangi aktiva yang 

tersedia untuk bondholders yang mana akan menimbulkan suatu konflik tersebut. 

Para perusahaan yang didanai oleh hutang, akan timbul konflik 

kepentingan antara bondholders – shareholders. Konflik ini disebabkan karena 

shareholders melakukan selfish strategy. Selfish strategy adalah tindakan 

shareholders yang dapat mengancam kepentingan bondholders dan sebaliknya 

menguntungkan shareholders. Hal ini mungkin disebabkan karena shareholders 

merasa sedang tidak menggunakan uangnya sendiri. Dan hal ini dapat 

menimbulkan kerugian pada bondholders (Ross et al, 2019 :322). Dalam 

Corporate Financial Management tentang Agency Theory (Emery et al,2012: 348-

374) Masalah – masalah yang menimbulkan konflik bondholders dan 

shareholders adalah sebagai berikut :  

b. Masalah Pergantian Aktiva (Assets Substution)  

c. Masalah Underinvesment  

d. Masalah Kebijakan Dividen  

e. Masalah Penerbitan Hutang Baru  
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Penelitian empiris di Indonesia mendukung hipotesa bahwa terdapat 

hubungan antara akrual diskresioner (yang menjadi proksi earnings management) 

dan prudence laporan keuangan (Dewi, 2011). Manajer memberikan informasi 

melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan prudence 

akuntansi yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini 

mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan 

membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang 

tidak overstate. Dalam praktiknya, manajemen menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatif dengan menghitung depresiasi yang tinggi yang akan menghasilkan 

laba rendah yang relatif permanen yang berarti tidak mempunyai efek sementara 

pada penurunan laba yang akan berbalik pada masa yang akan datang.  Selain itu, 

semakin konservatif metode yang digunakan oleh suatu perusahaan maka semakin 

kecil kecenderungan pihak manajemen melakukan earnings management (Fala, 

2012).  

Konflik bondholders-shareholders terjadi karena perbedaan kepentingan 

mengenai kebijakan pembayaran dividen akibat adanya pendanaan investasi dari 

hutang. Bondholders meminta perusahaan untuk tidak membayarkan dividen 

berlebih agar tersedia kecukupan aset minimum untuk pembayaran hutang, 

sedangkanshareholder menuntut adanya pembayaran dividen terus menerus dan 

jumlahnya besar (Sari, 2004). Dan juga dalam konflik bondholders-shareholders, 

diasumsikan shareholders memilih dan mengangkat, mengompensasi dan 

memecat manajer, sehingga dianggap efisien yang menyamakan tujuan manajer 

dengan pemegang saham (Nasih dan Hudaya, 2011).  
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Ahmed (2008) menyatakan bahwa ada konflik kepentingan antara 

bondholders dan shareholders yang membawa pada masalah keagenan. Konflik 

kepentingan dan masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat menjajarkan 

kepentimgan-kepentingan yang terkait tersebut. Akibat dari munculnya 

mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya biaya yang disebut 

sebagai agency cost. Dalam Ahmed (2008) mendukung ide bahwa pembayaran 

deviden dan kebijakan leverage merupakan mekanisme pengganti untuk 

mengontrol agency cost sekaligus meningkatkan kinerja. 

Pemegang saham pada perusahaan dengan rasio leverage tinggi 

mempunyai dorongan untuk melakukan transfer kesejahteraan dari bondholder ke 

shareholder, misalnya mendukung manajemen melakukan pembiayaan deviden 

yang berlebihan atau share repurchases dibanding melakukan investasi pada 

proyek dengan NPV positif (Robertus M Bambang, 2021: 88). 

Dalam penelitian ini pengukuran besarnya konflik bondholders-

shareholders atau kepentingan seputar kebijakan deviden akan lebih parah pada 

perusahaan yang memiliki kebijakan untuk membayar deviden yang tinggi. Rasio 

pembayaran deviden yang tinggi dan diatas rata-rata akan memotivasi 

bondholders untuk memilih akuntansi yang lebih konservatif. Konflik 

bondholders-shareholders diukur menggunakan Deviden Policy akan diproksikan 

dengan rumus Deviden Payout Ratio (DPR)  dengan rumus sebagai berikut 

(Ahmed et al. , 2008):  

    
                         (   )

                     (   )
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(Sumber :Ahmed et al., 2008) 

2.1.7 Political Cost 

Political Cost is all other things being equal, the greater the political costs 

faced by a firm, the more likely the manager is to choose accounting procedures 

that defer reported earnings from current to future periods yang diartikan dalam 

Bahasa Indonesia ialah biaya politik merupakan semua hal lain akan dianggap 

sama, semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar 

kemungkinan manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang menunda laba 

yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang (Ardilasaril 2018).  

Political Cost pada umumnya mencerminkan dimensi politik dalam pilihan 

metode akuntansi. Misalnya, meningkatnya profitabilitas dapat membebankan 

biaya politik yang dapat menarik perhatian media dan investor. Perusahaan 

dengan cepat mengindentifikasi masalah dan mengatasi pajak baru dan peraturan 

lainnya. Ukurna perusahaan mempengaruhi biaya politik dalam banyak kasus. 

Perusahaan yang sangat besar memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang kuat 

terhadap lingfkungan kemungkinan standar kerjanya lebih tinggi hanya karena 

mereka dianggap besar dan kuat.  

Political cost adalah biaya politik perusahaan yang timbul dari adanya 

konflik kepentingan antara manajer dengan pemerintah, masyarakat, media yang 

menyorot perusahaan. Perusahaan cenderung untuk menurunkan laba sekarang 

dengan menggeser ke laba-laba periode besok. Motivasi perusahaan melakukan 

ini misalnya untuk menghindari tekanan politik seperti tuduhan monopoli dengan 

menunjukkan laba perusahaan tidak berlebihan seperti yang dicurigai, melobi ke 
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kongres untuk melindungi industri dari barang impor yang menyebabkan 

keuntungan industri merosot, menghindari tuntutan serikat kerja dengan 

menunjukkan bahwa laba perusahaan menurun dan lain sebagainya (Jayanti & 

Sapari, 2016). 

Menurut Wijayanti, A. P (2022) Perusahaan yang besar juga dihadapkan 

dengan besarnya biaya politis yang tinggi, sehingga perusahaan besar cenderung 

menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif untuk mengurangi besarnya 

biaya politis. Biaya politis mencakup semua biaya atau transfer kekayaan yang 

harus ditanggung perusahaan terkait tindakan-tindakan antitrust, regulasi, subsidi 

pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh, dan sebagainya. Pemerintah sebagai 

pembuat regulasi serta penentu kebijakan suatu negara dimana perusahaan 

beroperasi akan lebih mengawasi perusahaan besar. Hal tersebut menunjukkan 

semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula biaya politis yang harus 

dibayarkan, sehingga untuk mengurangi biaya tersebut perusahaan berupaya 

melaporkan labanya secara konservatif agar laba tidak terlihat terlalu tinggi 

(Ardina & Januarti, 2012).  

Political cost terjadi karena adanya konflik antara manajer dan pemerintah 

ketika bisnis tersebut fokus pada kebutuhan dan atas kepentingan sosial mereka. 

Kewajiban utama negara untuk situasi ini adalah kewajiban membayar pajak. 

Pembayaran pajak perusahaan akan naik dengan meningkatnya pendapatan 

perusahaan atau laba perusahaan. Untuk mengurangi tingkat pembayaran pajak 

yang tinggi, manajer akan melaporkan bahwa pendapatan rendah dan pelaporan 

yang konservatif akan dilakukan (Wijayanti A. P, 2022). 
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Menurut Belz et al,. (2019 ) Teori biaya politik dapat diuji secara empiris 

dengan mempertimbangkan hubungan pajak sebagai salah satu komponen biaya 

politik dan ukuran perusahaan. Perusahaan yang bergantung pada kontrak 

pemerintah melaporkan ETR lebih tinggi karena kepekaan politik mereka 

meningkat. Semakin besar perusahaan cenderung memiliki manajemen dan 

sumber dana yang baik dalam operasional perusahaannya. Perusahaan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan tax planning yang 

baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan dengan skala besar 

dapat memanfaatkan tax planning dengan baik dikarenakan ada kemungkinan 

menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah. ETR dihitung atau 

dinilai dari informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh perusahaan, proksi ini digunakan untuk mengukur dampak perubahan 

kebijakan atas beban pajak. Perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi maka 

akan meningkatkan jumlah produktivitas juga. Ketika produktivitas meningkat 

maka jumlah laba akan semakin meningkat pula dan laba merupakan faktor yang 

mempengaruhi beban pajak yang dihasilkan. 

Dalam penelitian ini political cost akan diukur dengan rumus Effective 

Tax Rate perusahaan (ETR). Hal ini dilakukan sebab. Perusahaan yang 

bergantung pada kontrak pemerintah melaporkan ETR lebih tinggi karena 

kepekaan politik mereka meningkat dan perusahaan dengan skala besar dapat 

memanfaatkan tax planning dengan baik dikarenakan ada kemungkinan menjadi 

sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah guna mengurangi biaya politik 

maka perushaan akan lebih konservatif, rumus political cost adalah : 
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(Sumber : Belz et al,. 2019) 

2.2 Pandangan Islam Tentang Prudence Akuntansi 

Islam dan Al-Qur’an merupakan agama yang sempurna hendak kebenaran 

serta kekuasaannya. Al-Qur’an ataupun kalamullah merupakan kebenaran akan isi 

segala yang terdapat didunia serta akhir. Serta pula dengan akuntansi telah 

dipaparkan didalam islam yang ada didalam Al-Qur’an.  

Akuntansi ialah proses mencatat, meringkas, menganalisis, serta memberi 

tahu informasi, serta menganalisis yang berkaitan dengan transaksi keuangan 

dalam bisnis ataupun industri. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut sebagai 

akuntan. Prudence Akuntansi tidak hanya disebut dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK), tetapi jauh dari sempurna didalam Islam sudah dibahas 

mengenai konservatif dan tindakan kehati-harian.  

Pada penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan syarat kehati-hatian 

disebut dengan prudence akuntansi. Ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan dengan 

prudence akuntansi adalah surat Al-Maidah ayat 92 yang berbunyi :  

ٰ رسَُولِِاَ الْْلَََغُ  نههَا عََلَ
َ
تُْمْ فاَعْلهَُوا أ طِيعُوا الرهسُولَ وَاحْذَرُواۚ فإَنِ توََلَّه

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّه

َ
   (٩٢)الهُْبيُِن   وَأ

Artinya : Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul 

serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa 

kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas 

(Qs. Al-:Maidah: 92).  
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Berdasarkan ayat disimpulkan bahwa kita perlu berhati-hati dalam 

melakukan sebuah kegiatan dan tindakan. Hal itu dapat menuntut seorang akuntan 

seperti dalam membuat penjelasan laporan keuangan, agar dapat membuat laporan 

keuangan dengan cara berhati-hati dengan metode yang ketat dan teliti, alhasil 

laporan keuangan tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.  

Selanjutnya tindakan dan perbuatan kehati-hatian untuk pihak pengguna 

laporan keuangan (investor) dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang 

berbunyi:  

 ٰ ن تصُِيبُوا قوَنًْا بِِهََالةٍَ فَتُصْبحُِوا عََلَ
َ
ِيوَ آنَيُوا إنِ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيَهيُوا أ هَا الَّه يُّ

َ
نَا فَعَلتُْمْ  ياَأ

   (٦)ىاَدنِِيَن  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 

datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, 

agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 

(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (Qs. Al-

Hujurat: 6) 

Ayat ini dapat disimpulkan bahwa kita perlu berhati-hati dengan cara 

memeriksa dan mengerjakan terlebih dahulu dengan teliti suatu laporan. 

Penyampaian dan penerbitan suatu berita menuntut seorang akuntan agar 

menciptakan dan membuat laporan keuangan tersebut dengan teliti dan benar 

sehingga dapat digunakan sebagai penjelasan mengenai finansial dan tolak ukur 

pengambilan keputusan yang tepat bagi para investor.  
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2.3 Penelitian terdahulu 

Penelitian mengenai prudence telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa 

peneliti terdahulu yang menghasilkan temuan yang berbeda-beda dengan 

berbabgai macam variabale, diantaranya : 

Tabel 2.3 

 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul dan Isi 
Variabel 

yang diteliti 

Hasil 

penelitian 

1. Ayu 

Pramitha 

Wijayanti 

(2022) 

Pengaruh 

Leverage, Bonus 

Plan, dan Political 

Cost Terhadap 

Accounting 

Prudence Pada 

perusahaan 

manufaktur sektor 

industri barang 

konsumsi yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) periode 

2018 sampai 2021. 

Metode analisis 

yang digunakan : 

uji analisis regeresi 

linier berganda 

SPSS versi 23 

Variabel 

independen: 

Leverage, 

Bonus Plan, 

dan Political 

Cost  

Variabel 

dependen: 

Accounting 

Prudence 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

accounting 

prudence 

sedangkan 

Bonus Plan dan 

Political Cost 

berpengaruh 

positif terhadap 

accounting 

prudence  

 

2. 
Dede Agus 

Ferdiansyah, 

Efi Susanti 

(2022) 

Pengaruh Konflik 

Bondholders-

Shareholders, 

Bonus Plan, 

Political Cost 

Company Growth, 

dan Profitabilitas 

terhadap 

Konservatime 

Variabel 

independen : 

Konflik 

Bondholders-

Shareholders, 

Bonus Plan, 

political Cost, 

company 

Growth dan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Secara 

parsial konflik 

bondholders-

shareholders, 

bonus plan, 

political cost 

tidak 
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pada perusahaan 

Mnaufaktur sub-

sektor Industri 

Barang Konsumsi 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia periode 

2018-2020 

 

Metode analisis 

data: analisis 

regresi linear 

berganda 

Profitabilitas 

Variabel 

dependen : 

Konservatime  

 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi, 

company 

growth 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi.  

3. Maliza 

Maharani, 

Agrianti 

Kumala Sari 

dan 

Komaruddin 

(2021) 

Pengaruh 

peringkat obligasi 

dan konflik 

bondholders-

shareholder 

terhadap 

penerapan 

konservatisme 

akuntansi pada 

Perusahaan Non-

Keuangan dan 

Perbankan yang 

terdaftar di BEI 

periode 2011-2018 

 

Metode analisis 

yang digunakan : 

uji analisis regeresi 

linier berganda 

SPSS versi 26 

Variabel 

independen: 

Peringkat 

Obligasi, 

Konflik 

bondholders-

shareholders, 

political cost  

Variabel 

dependen: 

Konservatisme 

Akuntansi  

Hasil penelitian 

menujukkan 

bahwa 

Peringkat 

obligasi dan 

konflik 

bondholders-

sahreholders 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

 

4.  

 

Francisco 

Aaron 

(2021) 

Pengaruh 

Litigation Risk, 

Debt Convenan, 

Variabel 

Independen: 

Litigation 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 
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Political Cost, 

Financial Distress 

dan Firm Risk 

Terhadap 

Prudence 

Akuntansi. 

 

Risk, Debt 

Convenan, 

Political Cost, 

Financial 

Distress dan 

Firm Risk  

 

Variabel 

Dependen : 

Prudence 

Akuntansi 

litigation risk 

berpengaruh 

positif terhadap 

prudence 

akuntansi, dan 

debt covenant 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

prudence 

akuntansi, 

sedangkan 

political cost, 

financial 

distress dan 

firm risk tidak 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

prudence 

akuntansi 

5. Josua 

Frengky 

Haloman, 

Vinny 

Alfionita, 

Prianka, 

Ninta 

Katharina 

(2021) 

Pengaruh dari 

Corporate 

Governance, Debt 

Convenant, Bonus 

Plan, dan Political 

Cost terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur  tahun 

2017-2019 yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

 

Metode analisis 

yang digunakan : 

analisis regresi 

linear berganda, 

Uji Korfisien 

Determinasi, Uji 

T, dan Uji F  

Variabel 

independent: 

Corporate 

Governance, 

Debt 

Convenant, 

Bonus Plan, 

dan Political 

Cost. 

Variabel 

dependen: 

Konservatisme 

akuntansi 

Hasil penelitian 

menujukkan 

bahwa Secara 

parsial variabel 

bonus plan, dan 

political cost 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

sedangkan 

corporate 

governance dan 

debt convenant 

berpengaruh 

singnifikan 

positif terhadap 

konservatisme 

akunatansi 
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6. Lestari, dan 

Anis Dwi 

(2020) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage, Growth 

Opportunity, dan 

Political Cost 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

Variabel 

independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage, 

Growth 

Opportunity, 

dan Political 

cost 

 

Variabel 

dependen : 

Konservatisme 

Akuntansi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

leverage, dan 

growth 

opportunity 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

sedangkan 

kepemilikan 

manajerial dan 

political cost 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

7. 
Wulan 

Seftia 

Nagara 

(2019) 

 

Pengaruh konflik 

Bondholders-

Shareholders, 

bonus plan dan 

political cost 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi pada 

perusahaan 

manufaktur Sub-

Sektor Industri 

dasar dan kimia 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Metode analisis 

yang digunakan : 

uji asumsi klasik. 

Uji hipotesis dan 

regeresi linier 

berganda. 

Variabel 

independen: 

Bondholders-

Shareholders, 

bonus plan 

dan political 

cost. 

Variabel 

dependen: 

Konservatisme 

akuntansi 

Hasil penelitian 

menujukkan 

bahwa Konflik 

bondholders-

share, bonus 

plan, political 

cost 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

8. 
Sarwenda 

Biduri, Eva 

Wany, Ade 

Pengaruh Konflik 

Bondholders-

Shareholders, 

Variabel 

independen: 

Hasil penelitian 

menujukkan 
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Irma 

Suryani, Siti 

Nur Afifah 

(2019) 

Bonus Plan, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Konservatisme 

Akuntasi (Studi 

pada perusahaan 

manufaktur sektor 

industri barang 

konsumsi terdaftar 

di BEI periode 

2013-2017 

 

Metode analisis 

yang digunakan : 

analisis regresi 

linear berganda , 

aplikasi SPSS 

Bondholders-

Shareholders, 

Bonus Plan, 

dan Ukuran 

Perusahaan  

Variabel 

dependen: 

Konservatisme 

akuntansi  

bahwa Secara 

parsial 

menunjukan 

bahwa konflik 

Bonholders-

Shareholders 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi, 

sedangkan 

bonus plan, dan 

ukuran 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

9. 
Maria Ulfa, 

Nur Diana, 

M. Cholid 

Mawardi  

(2018) 

Pengaruh konflik 

Bonholders-

shareholders, 

Bonus Plan dan 

Political Cost 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi pada 

perusahaan 

manufaktur tahun 

2013-2016 yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

 

Metode analisis 

yang digunakan : 

metode analisis 

regresi linier 

berganda serta uji 

asumsi 

Variabel 

independent: 

konflik 

Bonholders-

shareholders, 

Bonus Plan 

dan Political 

Cost 

kepemilikan 

institusi. 

Variabel 

dependen: 

Konservatisme 

akuntansi  

secara parsial 

variabel konflik 

bondholders-

shareholders, 

bonus plan dan 

political cost 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

suatu 

konservatisme 

akuntansi 

perusahaan 

manufaktur 

sub-sektor 

industri 

konsumsi yang 

terdaftar di 

BEI. 

10. Mega 

Novita 

(2017) 

 

Pengaruh konflik 

bondholders-

shareholders, 

Bonus Plan dan 

political cost 

terhadap 

Variabel 

independen: 

bondholders-

shareholders, 

Bonus Plan 

konflik 

bondholders-

shareholders, 

bonus plan, 

dan political 
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konservatisme 

akuntansi pada 

perusahaan 

manufaktur sub- 

sektor konsumsi 

tahun 2012-2015 

 

Metode analisis 

yang digunakan : 

analisis regresi 

berganda. Selain 

itu juga 

menggunakan uji 

asumsi klasik 

berupa uji 

multikolonieritas, 

autokorelasi, 

heteroskedastisitas 

dan normalitas. 

dan political 

cost. 

Variabel 

dependen: 

Konservatisme 

akuntansi 

cost 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

11. 
Reskino & 

Vemiliyarni 

(2017) 

 

Pengaruh 

Kovergensi IFRS, 

Bonus Plan, Debt 

Convenant dan 

Political Cost 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

 

Metode analisis 

yang digunakan : : 

analisis regresi 

liniar berganda 

Variabel 

independen: 

Kovergensi 

IFRS, Bonus 

Plan, Debt 

Convenant 

dan Political 

Cost  

Variabel 

dependen: 

Konservatisme 

Akuntansi 

Secara parsial 

konvergensi 

IFRS, dan 

political cost 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi, dan 

Debt convenant 

dan bonus plan 

tidak 

berpengaruh 

signifikn pada 

konservatisme 

akuntansi 

12. 
Okto 

Reyhansyah 

Iskandar  

(2017) 

Pengaruh Debt 

Covenant, Bonus 

Plan, Political 

Cost, Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi pada 

Perusahaan 

manufaktur sub 

Variabel 

independen : 

Debt 

Covenant, 

Bonus Plan 

dan Political 

Cost 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa debt 

convernant 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 
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sektor barang 

konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2011-2015 

 

Metode analisis 

data: analisis data 

panel 

 

Variabel 

dependen : 

Konservatisme 

AKuntansi 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi, 

bonus plan dan 

political cost 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi  

 

2.4 Kerangka pemikiran 

Didasari landasan terori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini 

menguji pengaruh peringkat obligasi, konflik bondholders-shareholders dan 

political cost terhadap prudence. Maka kerangka berpikir yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Sumber: Data Diolah 2023 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Peringkat Obligasi (X1) 

Konflik Bondholders-

Shareholders (X2) 

Political Cost (X3) 

Prudence (Y) 

H1 

H2 

H3 
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2.5 Pengmbangan hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Peringkat Obligasi terhadap Prudence Akuntansi 

 Hipotesis ini dibangun berdasarkan pada pijakan Agency Theory guna 

memberikan penjelasan dan melakukan prediksi dalam memilih prosedur 

akuntansi yang akan digunakan oleh manager dan agen perusahaan. Baridwan 

(2021:221) menyatakan bahwa obligasi merupakan pengakuan tang pihak yang 

mengeluarkan pada pihak yang membeli (investor). Surat obligasi menunjukkan 

jumlah nominal, bunga dan tanggal pembayarannya dan perjanjian-perjanjian lain, 

sehingga dapat dikatakan bahwa obligasi merupakan suatu janji tertulis untuk 

membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang 

dan juga bunga setiap tanggal tertentu. 

 Peringkat obligasi merupakan opini terhadap kemampuan pihak yang 

menjadi objek pemeringkatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara 

tepat waktu (Diana & Tjiptono, 2021:281). Peringkat obligasi menggambarkan 

pada credible dan prospek layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan 

sebagai salah satu current asset perusahaan (Fahmi, 2014:36). Peringkat obligasi 

juga merupakan indikator penting mengenai kualitas kredit perusahaan dan skala 

risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan (Veronica, 2015).  

 Hasil penelitian Maharani et al., (2021) bahwa peringkat obligasi tidak 

berpengaruh terhadap penerapan prudence akuntansi (konservatisme). Maharani et 

al.,  (2021) berpendapat bahwa peringkat obligasi yang tinggi yang diraih oleh 

perusahaan akan membuat rasa aman bagi perusahaan dan perusahaan 
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kecenderungan untuk menstabilkan laba dalam menghadapi resiko gagal bayar 

yang mengakibatkan perusahaan tidak menerapkan akuntansi yang konservatif. 

Berdasarkan pada teori tersebut, maka dapat dikembangkan rumusan hipotesis 

sebagai berikut:  

H1: Peringkat Obligasi berpengaruh terhadap penerapan Prudence 

Akuntansi. 

2.5.2 Pengaruh Konflik Bondholders-Shareholders terhadap Prudence 

Akuntansi 

 Terdapat berbagai macam masalah yang menimbulkan konflik 

bondholders-shareholders di antaranya yaitu masalah underinvestment, masalah 

penggantian aset, masalah penerbitan hutang baru dan masalah kebijakan dividen 

atau pada saat perusahaan mencari pendanaan dari hutang. Semakin besar 

bondholders melakukan klaim atas aset perusahaan, maka semakin besar pula 

hutang perusahaan (Ulfa et al. ,2018).  

 Konflik bondholders-shareholders terjadi karena perbedaan kepentingan 

mengenai kebijakan pembayaran dividen akibat adanya pendanaan investasi dari 

hutang. Bondholders meminta perusahaan untuk tidak membayarkan dividen 

berlebih agar tersedia kecukupan aset minimum untuk pembayaran hutang, 

sedangkan shareholders menuntut adanya pembayaran dividen terus menerus dan 

jumlahnya besar (Sari, 2004). Dan juga dalam konflik bondholder-shareholder, 

diasumsikan shareholder memilih dan mengangkat, mengompensasi dan memecat 
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manajer, sehingga dianggap efisien yang menyamakan tujuan manajer dengan 

pemegang saham (Nasih dan Hudaya, 2011).  

 Hasil Penelitian Nagara (2019) menyatakan konflik Bondholders-

shareholders berpengaruh positif pada Prudence Akuntansi penelitian ini objek 

yang digunakan adalah sub-sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia , sedangkan hasil penelitian Maharani et al. ,(2021) dan 

Ferdiansyah (2022) menyatakan konflik bondholders-shareholders berpengaruh 

negatif terhadap Prudence Akuntansi. Dari uraian diatas, hipotesis pada penelitian 

ini adalah : 

H2: Konflik Bondholders-Shareholders berpengaruh terhadap penerapan 

Prudence Akuntansi. 

2.5.3 Pengaruh Political Cost terhadap Prundence Akuntansi 

 Hipotesis ini dibangun berdasarkan pada pijakan Positive Accounting 

Theory. Political cost hypothesis memperkirakan bahwa biaya politik akan lebih 

berpengaruh pada perusahaan besar dari pada perusahan kecil (Savitri 2016). Satu 

pokok bahasan dengan (Ulfa, Diana, and Mawardi 2018) dan (Ardilasaril 2018) 

yang menjelaskan bahwa ada  pengaruh positif antara political cost dan prudence 

akuntansi. Adanya biaya politik yang membengkan tidak lain dan bukan adalah 

karena perselisihan antar kepala perusahaan, masyarakat, media dan pemerintah 

yang bertugas melakukan pembuatan kebijakan. Untuk mengurangi biaya politik 

maka perusahaan yang lebih besar akan melakukan pelaporan keuangannya secara 

konservatif. 
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 Semakin besar perusahaan maka peluang manajer menerapkan prudence 

akuntansi juga semakin besar. Perusahaan besar sensitif terhadap biaya politis 

karena tidak ingin menjadi sorotan yang nantinya akan meningkatkan 

kemungkinan terjadinya transfer kekayaan yang meningkat. Hal tersebut 

mendorong manajer untuk menahan laba dengan menggunakan kebijakan 

akuntansi konservatif.  

 Dalam penelitian Wijayanti (2022) menyatakan bahwa political cost 

terbukti berpengaruh terhadap prudence akuntansi. Sedangkan penelitian Frengky 

et al., (2021) menyatakan bahwa political cost tidak berpengaruh terhadao 

prudence akuntansi. Dengan laba yang tinggi maka pemerintah terdorong untuk 

menaikan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. 

Akhirnya manajer perusahaan besar mungkin cenderung memilih metode 

akuntansi yang menunda pelaporan laba untuk mengurangi tanggungan political 

cost oleh perusahaan (Frengky et al., 2021). Dari statement diatas maka 

pengembangan hipotesis yang ada adalah sebagai berikut:  

H3 : Political cost berpengaruh terhadap penerapan Prudence  Akuntansi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positisme dan mengacu pada teori yang positif yang telah 

dikembangkan oleh watts & Zimmerman. Penelitian kuantitatif yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumnet penelitian, analisi data bersifat kunatitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapakan. 

Menurut Sugiyono (2020:12) metode penelitian kuantitatif disebut sebagai 

metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini 

sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah–kaidah ilmiah 

yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga 

disebut sebagai metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan 

dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena 

data penelitian barupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang sesuai dengan namanya, banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan hasilnya (Arikunto, 2019).  
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3.1.1 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada laporan 

keuangan tahunan perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi  yang 

dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan 

dari situs resmi perusahaan dan terperingkat oleh Pefindo.  

3.2 Populasi dan sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi menurut sugiyono (2020:115), merupakan wilayah yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik peneliti untuk 

dipelajari, dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian dibagi dua, 

yaitu:  

1. Populasi umum.  

Populasi umum adalah data objek secara penuh, dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi dan terperingkat oleh pefindo pada 

periode tahun 2018 hingga 2021.  

2. Populasi sasaran.  

Populasi sasaran adalah objek yang menjadi kesimpulan dalam penelitian. 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode tahun 2018 hingga 2021 yang berjumlah 10 perusahaan. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat mennguanakn sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif atau mewakiili (Sugiyono, 2017:62). Pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2017:124) Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representatif . Sehingga sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria perusahaan 

sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terperingkat oleh pefindo tahun 

2018-2021 dan secara rutin mendaftarkan obligasinya sebagai berikut:  

1. Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) serta terperingkat oleh Pefindo  tahun 2018-2021. 

2. Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan secara konsisten dan lengkap selama periode 

pengamatan tahun 2018-2021.  

3. Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang membagikan deviden 

selama periode pengamatan tahun 2018-2021 . Syarat ini ditetapkan untuk 

mengetahui nilai Deviden kas atau pembayaran deviden yang dilakukan oleh 

perusahaan.   

Prosedur dalam pemulihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah di 

tetapkan diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1  

Pemilihan sampel 

 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan trasportasi 

yang terdaftar di BEI 2018-2021 
85 

Yang Tidak Memenuhi Kriteria  

Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan secara konsisten dan lengkap di BEI dan 

selama tahun 2018-2021 

(26) 

Perusahaan infrastruktur, utilitas dan trasportasi yang 

tidak terperingkat di Pefindo tahun 2018-2021.  
(23) 

Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

yang tidak membagikan deviden kas selama periode 

pengamatan tahun 2018-2021.  

(26) 

Jumlah Sampel dalam 1 Periode 10 

Jumlah Sampel dalam 4 periode (selama tahun 2018-

2021) 
40 

Sumber : www.idx.co.id Data diolah, 2023 

Pada tabel 3.1 menunjukkan perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan 

Trasportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021, yakni 

berjumlah 85 perusahaan, dimana berdasarkan kriteria sampel yang diseleksi oleh 

peneliti diperoleh 10 perusahaan yang dapat dijadikan data pertahun, sehingga 

diperoleh jumlah data (n) sebanyak 10 x 4 periode = 40. Adapun ke 10 perusahaan 

sampel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.2  

Daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

 

No Kode 

Perusahaan 

Nama Perusahaan 

1 LINK PT Link Net Tbk 

2 NELLY PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 

3 NRCA PT Nusa Raya Cipta, Tbk  

4 PBSA PT Paramita Bangun Sarana, Tbk 

5 PPRE PT PP Presesi, Tbk 

6 TBIG PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk 

7 TOWR PT Sarana Menara Nusantara, Tbk 

8 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

9 WEGE PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk 

10 WIKA PT Wijaya Karya, Tbk 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Dokumentasi 

 Yaitu bentuk penelitian yang bersifat teoritis yang sumber datanya dari 

buku, literatur-literatur, pendapat para ahli, jurnal-jurnal dan hasil penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Observasi non participant 

Yaitu, dimana data yang yang digunakan merupakan data sekunder yang 

dikumpulkan dengan metode Non Participant Observation artinya metode 

yang dilakukan peneliti dengan hanya mengamati data yang telah tersedia 
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tanpa ikut menjadi bagian yaitu dengan mencatat data yang di terbitkan di BEI 

dan Pefindo. Data diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen (Y), dan tiga variabel 

independen (X) yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan variabel dependen 

berupa prudence akuntansi dan variabel independen berupa peringkat obligasi, 

konflik bondholders-shareholders dan political cost. 

3.4.1 Variabel Dependen 

Prudence akuantansi merupakan suatu tindakan kehati-hatian dalam 

mengakui aktiva atau pendapatan (good news) dan mengakui bad news seperti 

beban, cadangan kerugian piutang tak tertagih secara lebih cepat untuk 

menghindari atau mengurangi resiko yang mungkin terjadi karena adanya 

ketidakpastian dalam berbisnis Dalam penelitian ini prudence diukur dengan 

model akrual. Pemilihan model akrual dalam menghitung prudence dikarenakan 

pada penelitian ini memfokuskan pembahasan prudence dalam kaitannya dengan 

laba rugi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu prudence 

akuntansi. Givoly dan Hayn (2000) memfokuskan efek prudence pada laporan 

laba rugi selama beberapa tahun dan menghasilkan akrual negatif yang terus 

menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum 

depresiasi atau amortisasi dan arus kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif, 

maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Semakin tinggi 

http://www.idx.co.id/
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(positif) hasil total akrual, maka perusahaan menerapkan prudence akan semakin 

tinggi. Prudence akuntansi diukur dengan rumus sebagai berikut: 

CONACC=(NIO+DEP−CFO) x (−1) 

TA 

(Sumber: Givoly dan Hayn (2000)) 

 

Keterangan:  

CONACC: Prudence akuntansi.  

NIO: Laba bersih operasi.  

DEP: Depresiasi atau penyusutan.  

CFO: Arus kas operasi.  

TA: Total aset. 

3.4.2 Variabel Independen 

Ada beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Diantaranya adalah peringkat obligasi, konflik Bonholders-Shareholders, dan 

Political Cost. Berikut ini akan dijelaskan mengenai variabel yang ada dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peringkat Obligasi 

Variabel dummy adalah variable yang bernilai 0 atau 1 menunjukkan 

tidak adanya atau adanya beberapa efek kategoris yang mungkin berpengaruh 

pada variable yang diestimasi. Variabel indepnden dummy yang untuk 

beberapa pengamatan memiliki nilai 0 akan menyebabkan koefisien variable 

tersebut tidak berperan dalam mempengaruhi variable dependen, sedangkan 
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bila dummy mengambil nilai 1 koefisiennya bertindak untuk mengubah 

konstanta atau intersep model (Jogiyanto Hartono 2018). 

Permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya variabel 

independen yang berskala ukuran non-metrik atau kategori. Jika variabel 

independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi 

variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi 

kode 0 (nol) atau 1 (satu). Setiap variabel dummy menyatakan satu kategori 

variabel independen non-metrik, dan setiap variabel non-metrik dengan k 

kategori dapat dinyatakan dalam k-1 variabel dummy (Sugiyono, 2021:220).  

Peringkat obligasi diukur dengan menggunakan variabel dummy. 

Menurut Pefindo, perusahaan dengan kategori investment grade (AAA, AA, 

A) diberi nilai 1 sedangkan noninvestment grade (BBB, BB, B, CCC, D) 

diberi nilai 0 (Septyawanti, 2013). Didalam obligasi rating tertinggi adalah 

AAA yang menunjukkan kualitas terbaik serta memiliki tingkat risiko default 

yang paling rendah. Sedangkan untuk klasifikasi rating yang paling rendah 

adalah D, yang menunjukkan perusahaan default. Didalam obligasi rating 

AAA sampai dengan BBB termasuk kategori obligasi yang layak untuk 

investasi (investment grade) sedangkan,untuk obligasi dibawah rating BBB 

termasuk ke dalam kategori non investment grade dan dinilai bersifat 21 

spekulatif untuk investasi. Produk dari Pefindo salah satunya adalah 

mengeluarkan rating outlook yaitu merupakan penilaian atas prospek jangka 

menengah dan jangka panjang mengenai suatu institusi yang diperingkat 

meliputi evaluasi terhadap perubahan perekonomian dan bisnis tersebut. 
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2. Konfilik Bondholders-Shareholders 

Konflik bondholders-shareholders terjadi karena perbedaan 

kepentingan mengenai kebijakan pembayaran dividen akibat adanya 

pendanaan investasi dari hutang. Bondholders meminta perusahaan untuk 

tidak membayarkan dividen berlebih agar tersedia kecukupan aktiva 

minimum untuk pembayaran utang, sedang shareholders menuntut adanya 

pembayaran dividen terus menerus dan jumlahnya besar (Ahmed et al., 

2002; dan Sari, 2004). Dua bentuk hubungan keagenan yang terpengaruh 

oleh kebijakan dividen adalah hubungan pemegang saham-kreditur dan 

hubungan manajer-pemegang saham (Nasih dan Hudaya, 2011).  

Dalam penelitian ini pengukuran besarnya konflik bondholders-

shareholders atau kepentingan seputar kebijakan deviden akan lebih parah 

pada perusahaan yang memiliki kebijakan untuk membayar deviden yang 

tinggi. Rasio pembeyaran deviden yang tinggi dan diatas rata-rata akan 

memotivasi bondholders untuk memilih akuntansi yang lebih konservatif. 

Konflik bondholders-shareholders diukur menggunakan Deviden Policy 

akan diproksikan dengan rumus Deviden Payout Ratio (DPR)  dengan 

rumus sebagai berikut (Ahmed et al. , 2008):  

    
                         (   )

                     (   )
 

(Sumber: Ahmed et al., 2008) 
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3. Political Cost 

  Political cost terjadi karena adanya konflik antara manajer dan 

pemerintah ketika bisnis tersebut fokus pada kebutuhan dan atas 

kepentingan sosial mereka. Kewajiban utama negara untuk situasi ini 

adalah kewajiban membayar pajak. Pembayaran pajak perusahaan akan 

naik dengan meningkatnya pendapatan perusahaan atau laba perusahaan. 

Untuk mengurangi tingkat pembayaran pajak yang tinggi, manajer akan 

melaporkan bahwa pendapatan rendah dan pelaporan yang konservatif 

akan dilakukan (Wijayanti A. P, 2022). 

  Menurut (Belz et al,. 2019) Teori biaya politik dapat diuji secara 

empiris dengan mempertimbangkan hubungan pajak sebagai salah satu 

komponen biaya politik dan ukuran perusahaan. Perusahaan yang 

bergantung pada kontrak pemerintah melaporkan ETR lebih tinggi 

karena kepekaan politik mereka meningkat.  

  Dalam penelitian ini political cost akan diukur dengan rumus 

Effective Tax Rate perusahaan (ETR). Hal ini dilakukan sebab. 

Perusahaan yang bergantung pada kontrak pemerintah melaporkan ETR 

lebih tinggi karena kepekaan politik mereka meningkat dan perusahaan 

dengan skala besar dapat memanfaatkan tax planning dengan baik 

dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan 

kebijakan pemerintah guna mengurangi biaya politik maka perushaan 

akan lebih konservatif, rumus political cost adalah : 
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(Sumber : Belz et al,. 2019) 

3.5 Metode analisis data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

data panel. Data panel dapat didefinisikan sebagai hubungan antara data silang 

(cross section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari panel 

adalah pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort. Menurut secara umum 

dengan menggunakan data panel ini kita akan menghasilkan intersep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu 

(Winarno, 2015). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan bantuan pengolahan data dan 

perhitungannya dengan menggunakan program Eviews 12. Penjelasan tentang 

metode analisis data yang digunakan yaitu : 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi 

(Ghozali, 2021:30). Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

mengenai distribusi dan perilaku data sampel yang digunakan.  
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Tujuan dari analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum 

penyebaran data dalam penelitian dan deskripsi mengenai peringkat obligasi, 

konflik bondholders-shareholders, political cost dan prudence akuntansi. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan apabila terdapat lebih dari dua variabel 

independen, yang dimaksudkan untuk memenuhi apakah data yang akan 

digunakan layak untuk dianalisis. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil 

regresi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan 

pengambilan keputusan. Menurut Ghozali (2021:155), Terdapat empat uji asumsi 

klasik, diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan 

uji autokolerasi.  

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi lebih tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2021:196).  

Keputusan distribusi normal residual dapat membandingkan antara nilai 

probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dan nilai alpha 0,05 (5%) dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

1. Jika probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal 



 

 
 

66 

2. Jika probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara varaibel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel lain tidak ortogonal. 

Menurut (Ghozali, 2021: 157) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

melebihi 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,80 maka model bebas dari 

multikolinearitas.  

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2021:162). Salah satu uji 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji 

lagrange multiplietr (LM test). Uji LM akan menghasilkan statistik Breusch-

Godfrey.  Pengujian Breusch- Godfrey (BG Test) dilakukan dengan meregress 

variabel penggangu (residual) ut menggunakan autogresive model dengan orde p. 

Apabila nilai probabilitas > α = 5%, berarti tidak terjadu autokorelasi. Sebaliknya 

jika nilai probabilitas < α = 5%, berarti terjadi autokorelasi.  
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3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2021:178), Uji heteroskedasitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas. Model regresi yang baik 

adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas karena data 

ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).  

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat 

menggunakan uji glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen 

dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Absolute yaitu nilai mutlak, 

sedangkan residual merupakan selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi. 

Apabila hasil tingkat kepercayaan uji glejser > 0,05 maka tidak terdapat 

heterokedastisitas.  

3.5.3 Metode Regresi Data Panel 

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam estimasi regresi data panel 

yaitu Model Common Effect, Model Fixed effect, dan Model Random Effect. 

3.5.3.1 Model Common Effect  

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) adalah 

pendekatan model data panel yang menggabungkan atau mengkombinasikan 

antara data times series dan cross- section tanpa memperhatikan perbedaan antara 

waktu dengan individu. Model persamaan regresinya yaitu : 
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Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it +eit 

3.5.3.2 Model Fixed Effect  

Model Fixed Effect merupakan model dengan asumsi bahwa perbedaan 

individu di akomodasi adanya perbedaan intersep namun, tetap mengasumsikan 

bahwa koefisen slope adalah konstan. Teknik mengestimasi data panel ini 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar 

perusahaan maupun intersep sama antar waktu. Model Fixed Effect dengan 

variabel dummy adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + ei 

 

3.5.3.3 Model Random Effect 

Model Random Effect akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu 

(perusahaan). Model random effect menggunakan variabel gangguan (error 

terms), Keuntungan yang didapat jika menggunakan model ini yaitu 

menghilangkan heteroskedastisitas. Berikut model Random effect dilihat sebagai 

berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it +eit + µi 

 

3.5.4 Pemilihan Model Data Panel 

Dalam memilih model yang tepat digunakan untuk mengelola data panel, 

ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan menggunakan alat uji sebagai 

berikut: 
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3.5.4.1 Chow Test 

Chow test adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan mana yang 

paling tepat antara model Common Effect dengan model Fixed Effect sebagai 

estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:  

H0 = Common Effect atau Pooling  

H1 = Fixed Effect  

Apabila nilai p-value cross section Chi Square < α 0,05 (5%) atau nilai 

probability (p-value) F test < α 0,05 (5%) maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehinga model yang digunakan yaitu model Fixed Effect. apabila nilai p-value 

cross section Chi Square ≥ α 0,05 (5%) atau nilai probability (p-value) F test ≥ α 

0,05 (5%) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga model yang digunakan yaitu 

model Common Effect.  

3.5.4.2 Hausman Test 

Hausman test adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan mana 

yang paling tepat antara model Random Effect dengan model Fixed Effect sebagai 

estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:  

H0 = Random Effect  

H1 = Fixed Effect 

Apabila nilai p-value cross section random < α 0,05 (5%) maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, sehingga model yang digunakan yaitu model Fixed Effect. 
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Apabila nilai p-value cross section random ≥ α 0,05 (5%) maka H0 diterima dan 

H1 ditolak, sehingga model yang digunakan yaitu model Random Effect. 

3.5.4.3 LM Test 

Uji Lagrange multiplier (LM) merupakan uji yang berguna untuk 

mengetahui apakah random effect model atau common effect model yang paling 

tepat digunakan. Uji ini berdasarkan distribusi chi squares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan sebagai 

berikut :  

H0 : Common Effect  

H1 : Random Effect  

Apabila nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares, 

maka kita menolak hipotesis nol, yang menandakan estimasi yang tepat untuk 

model regresi data panel adalah random effect dari pada common effect. Begitu 

pula sebaliknya, apabila nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi- 

squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol, yang menandakan 

estimasi 

3.5.5 Analisis Regresi Data Panel  

Data panel dapat didefeniskan sebagai gabungan antara data silang (cross 

section ) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari panel adalah pool 

data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, longitudinal 

data, analisis even history dan analisis cohort. Menurut secara umum dengan 

menggunakan data panel ini kita akan menghasilkan intersep dan slope koefisien 
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yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, 

didalam mengestimasikan persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang 

kita tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya (Winarno, 2015). 

Persamaan regresi data panel sebagai berikut:  

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

Keterangan:  

Yit  = Prudence Akuntansi  

β0   = Konstanta  

β1 β2 β3  = Koefisien Regresi  

X1it  = Peringkat Obligas 

X2it  = Konflik Bondholders-shareholders 

X3it  = Political Cost 

eit   = eror (Kesalahan pengganggu) 

 

3.5.6 Pengujian hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau anggapan yang 

mungkin bener, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan atau pemecahan 

persoalan ataupun untuk dasar penelitian. Pengujian hipotesis adalah suatu 

prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan untuk 

menolak atau menerima hipotesis tersebut. Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara: 

3.5.6.1 Uji Parsial (t) 

Menurut Ghozali (2021: 149), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual 
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dalam menerangkan variasi varaiabel dependen. Apakah uji-t (sampel bebas) 

(independent samples t-test) dilakukan untuk mengetahui jika terdapat perbedaan 

mean yang signifikan antara dua kelompok dalam variabel ketertarikan (Sekaran, 

2017b). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) 

sama dengan nol. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan 

nilai Thitung masing – masing koefisien dengan Ttabel, dengan tingkat signifikan 

5%. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitynya dengan kriteria 

sebagai berikut:  

1. Jika Sig. < 0.05, atau thitung > ttabel, maka variabel independent 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. 

2. Jika Sig. > 0.05, atau thitung < ttabel maka variabel independent tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen 

 

3.5.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2021: 147), Koefisien determinasi (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan varaibel-varaibel independen dalam menjelaskan variasi 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi varaibel dependen. Apabila koefisien determinasi sama dengan nol, 

maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, 

apabila koefisien determinasi mendekati angka satu atau sama dengan satu, maka 
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variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini 

digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan besarnya kontribusi pengaruh 

variabel independen yaitu peringkat obligasi, konflik bondholders-shareholders, 

dan political cost terhadap variabel dependen yaitu prudence akuntansi, besarnya 

koefisien determinasi dilihat dari nilai R-Squared pada koefisien regresinya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, 

maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa peringkat obligasi 

tidak berpengaruh terhadap prudence akuntansi pada perusahaan 

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2018-2021.  

2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa Konflik 

Bondholders-Shareholders tidak berpengaruh terhadap prudence 

akuntansi pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.  

3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa Political Cost 

berpengaruh terhadap prudence akuntansi pada perusahaan 

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2018-2021.  

4. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh 

peringkat obligasi, konflik bondholders-shareholders, dan political cost 

terhadap prudence akuntansi sebesar 18,3%, sedangkan sisanya sebesar 

81,7% (100% – 18,3%) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian 

ini. 
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5.2 Keterbatasan  

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan yang bisa 

dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel, yang terdiri dari 

Peringkat Obligasi , Konflik Bondholders-Shareholders, dan Political 

Cost. 

2. Sampel penelitian ini hanya pada perusahaan Infastruktur, 

Transportasi, dan Utilitas yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2018-2021 yaitu sebanyak 10 perusahaan.  

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat 

diperoleh saran sebagai berikut:  

1. Bagi Akademis  

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini 

selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa yaitu Pengaruh 

Peringkat Obligasi, Konflik Bondholders-Shareholders, dan Political 

Cost terhadap Prudence Akuntansi.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya  

a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain 

yang mempengaruhi terhadap prudence akunatsi yang tidak diteliti 
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dalam penelitian ini seperti, growth opportunity dan lain 

sebagainya. 

b. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan atau menambah 

perusahaan yang terperingkat oleh lembaga pemeringkat obligasi 

selain Pefindo, seperti Moody’s Investor Services dan Standard and 

Poor’s Corporation. 

c. Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan periode atau 

tahun penelitian yang lebih panjang sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh lebih valid dan handal.  
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LAMPIRAN 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1. Pemilihan Sampel 

No 
Kode  

 

Perusahaan 

Infrastruktur, 

Utilitas dan 

Transportasi yang 

terdaftar di BEI 

selama tahun 

2018-2021 

Perusahaan 

Infrastruktur, 

Utilitas dan 

Transportasi 

yang tidak 

terperingkat di 

Pefindo tahun 

2018-2021 

Perusahaan 

Infrastruktur, 

Utilitas dan 

Transportasi 

yang tidak 

membagikan 

deviden kas 

selama periode 

pengamatan 

tahun 2018-

2021 

Ket 

 1 AKSI    Eliminasi  

2 ASSA    Eliminasi  

3 BALI    Eliminasi  

4 BBRM    Eliminasi  

5 BIRD    Eliminasi  

6 BLTA    Eliminasi  

7 BPTR    Eliminasi  

8 BTEL    Eliminasi  

9 BUKK    Eliminasi  

10 BULL    Eliminasi  

11 CANI    Eliminasi  

12 CASS    Eliminasi  

13 CENT    Eliminasi  

14 CMNP    Eliminasi  

15 CMPP    Eliminasi  

16 DEAL    Eliminasi  

17 EXCL    Eliminasi  

18 FIMP    Eliminasi  

19 FREN    Eliminasi  

20 GHON    Eliminasi  

21 GIAA    Eliminasi  

22 GJTL    Eliminasi  

23 GOLD    Eliminasi  

24 GTSI    Eliminasi  

25 HAIS    Eliminasi  

26 HELI    Eliminasi  

27 HITS    Eliminasi  

28 IBST    Eliminasi  



 

 

29 IPCC    Eliminasi  

30 IPCM    Eliminasi  

31 IPTV    Eliminasi  

32 ISAT    Eliminasi  

33 JAST    Eliminasi  

34 JAYA    Eliminasi  

35 JSMR    Eliminasi  

36 KARW    Eliminasi  

37 KEEN    Eliminasi  

38 KJEN    Eliminasi  

39 KOPI    Eliminasi  

40 LAPD    Eliminasi  

41 LCKM    Eliminasi  

42 LEAD    Eliminasi  

43 LINK    Sampel  

44 MBSS    Eliminasi  

45 META    Eliminasi  

46 MIRA    Eliminasi  

47 MPOW    Eliminasi  

48 MTEL    Eliminasi  

49 MTPS    Eliminasi  

50 MMLP    Eliminasi  

51 NELLY    Sampel  

52 NRCA    Sampel  

53 PGAS    Eliminasi  

54 PORT    Eliminasi  

55 PBSA    Sampel  

56 PPGL    Eliminasi  

57 PPRE    Sampel  

58 PSSI    Eliminasi  

59 PTIS    Eliminasi  

60 PTPW    Eliminasi  

61 PURA    Eliminasi  

62 RAJA    Eliminasi  

63 RIGS    Eliminasi  

64 SAFE    Eliminasi  

65 SAPX    Eliminasi  

66 SDMU    Eliminasi  

67 SHIP    Eliminasi  



 

 

68 SMDR    Eliminasi  

69 SOCI    Eliminasi  

70 SUPR    Eliminasi  

71 TAMU    Eliminasi  

72 TAXI    Eliminasi  

73 TBIG    Sampel  

74 TCPI    Eliminasi  

75 TEBE    Eliminasi  

76 TGRA    Eliminasi  

77 TLKM    Sampel  

78 TMAS    Eliminasi  

79 TNCA    Eliminasi  

80 TOWR    Sampel  

81 TPMA    Eliminasi  

82 TRJA    Eliminasi  

83 TRUK    Eliminasi  

84 WEHA    Sampel  

85 WIKA    Sampel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Tabulasi Prudence Akuntansi 

1 LINK 2018 788.918.000.000 684.013.000.000 1.721.611.000.000 6.023.611.000.000 0,041284206

2019 894.531.000.000 734.712.000.000 1.757.585.000.000 6.652.974.000.000 0,019290922

2020 941.707.000.000               884.572.000.000        1.854.902.000.000             7.799.803.000.000             0,003669708

2021 885.319.000.000               1.108.442.000.000    1.968.956.000.000             9.746.894.000.000             -0,002544913

2  LINK 2018 52.752.666.735 25.744.467.131 53.227.499.699 474.345.474.753 -0,053272637

2019 52.344.151.967 32.240.212.217 89.278.938.587 527.467.886.738 0,008900209

2020 43.944.061.538 28.239.914.868 76.826.370.335 568.048.326.214 0,008172533

2021 51.407.237.669 33.904.644.415 105.212.544.066 552.781.459.611 0,036000958

3 NRCA 2018 117.967.950.221 27.552.144.527 -78.264.587.937 2.254.711.765.640 -0,099252014

2019 101.155.011.546 18.015.636.456 -68.373.075.003 2.462.813.011.754 -0,076150208

2020 55.122.851.471 13.365.073.704 -140.738.938.560 2.221.459.173.567 -0,094184429

2021 51.648.101.245 11.058.854.299 132.805.546.864 2.142.945.408.364 0,032711329

4  PBSA 2018 42.264.288.073 5.071.009.303 29.457.414.953 664.737.875.477 -0,026894635

2019 13.287.142.235 5.220.684.725 -2.826.594.535 722.903.663.896 -0,029512123

2020 43.151.541.644 2.650.092.250 49.586.728.211 702.230.672.680 0,005390101

2021 83.315.829.281 2.002.650.619 42.313.513.127 776.987.707.840 -0,055348323

5  PPRE 2018 432.298.157.985               280.989.586.787        320.856.099.465                 6.255.996.193.627,00       -0,062728882

2019 439.253.263.108 406.764.475.457        143.310.500.082                 7.760.863.409.420,00       -0,090544982

2020 115.881.928.744 403.140.894.840        240.500.120.706                 6.767.233.104.600             -0,041157545

2021 146.813.185.337 409.649.624.281        248.967.442.407                 7.029.648.280.015             -0,043742639

6  TBIG 2018 702.632.000.000               250.334.000.000        3.239.952.000.000             29.113.747.000.000           0,078553475

2019 866.121.000.000               298.360.000.000        3.691.417.000.000             30.871.710.000.000           0,081852803

2020 1.066.576.000.000           241.511.000.000        3.786.457.000.000             36.521.303.000.000           0,067860941

2021 1.601.353.000.000           239.221.000.000        4.465.282.000.000             41.870.435.000.000           0,062686428

7  TLKM 2018 26.979.000.000.000         21.406.000.000.000  45.671.000.000.000           206.196.000.000.000        -0,013162234

2019 27.592.000.000.000 23.178.000.000.000  54.949.000.000.000           221.208.000.000.000        0,018891722

2020 29.563.000.000.000 28.892.000.000.000  65.317.000.000.000           246.943.000.000.000        0,027787789

2021 33.948.000.000.000 31.816.000.000.000  68.353.000.000.000           277.184.000.000.000        0,009340366

8 TOWR 2018 2.200.060.000.000           564.753.000.000        3.620.921.000.000             22.959.618.000.000           0,037287554

2019 2.353.089.000.000           578.778.000.000        3.955.483.000.000             27.665.695.000.000           0,036999468

2020 2.853.617.000.000           611.776.000.000        5.951.202.000.000             34.249.550.000.000           0,072579319

2021 3.447.875.000.000           737.132.000.000        6.196.246.000.000             65.828.670.000.000           0,03055263

9 WEGE 2018 444.498.792.703 18.878.075.242 878.803.163.131 5.890.299.960.562 0,070527188

2019 456.366.738.475 21.442.642.369 139.274.396.623 6.197.314.112.122 -0,054626081

2020 156.349.499.437               37.497.440.949          104.610.929.664                 6.081.882.876.649             -0,014672432

2021 216.387.979.386               45.525.977.993          103.325.707.566                 5.973.999.226.008             -0,026546413

10 WIKA 2018 2.073.299.864.000 520.154.116.000        3.935.625.611.000 59.230.001.239.000 0,022660334

2019 2.621.015.140.000           291.708.824.000        833.091.329.000 62.110.847.154.000           -0,0334826

2020 322.342.513.000               514.699.267.000        314.191.065.000                 68.109.185.213.000           -0,007676655

2021 214.424.794.000               328.390.092.000        (3.740.044.194.000)            69.385.794.346.000           -0,061725302

Total Aset(TA)
CONACC((LABA TAHUN BERJALAN +DEPRESIASI)-

ARUS KAS OPERASI X(-1) : TOTAL ASET
NO PERUSAHAAN TAHUN LABA TAHUN BERJALAN Depresiasi (DEP) Arus Kas operasi (CFO)



 

 

Lampiran 3. Tabulasi   Peringkat Obligasi 

NO PERUSAHAAN  TAHUN Kategori Investment Grade Obligasi 

1 LINK 2018 BBB 0 

    2019 BBB 0 

    2020 A 1 

    2021 A 1 

2 NELLY 2018 AA 1 

    2019 AAA 1 

    2020 A 1 

    2021 BBB 0 

3 NRCA 2018 A 1 

    2019 BBB 0 

    2020 BBB 0 

    2021 A 1 

4 PBSA 2018 A 1 

    2019 A 1 

    2020 A 1 

    2021 A 1 

5 PPRE 2018 A 1 

    2019 A 1 

    2020 BBB 0 

    2021 BBB 0 

6 TBIG 2018 BBB 0 

    2019 A 1 

    2020 AA+ 1 

    2021 AA+ 1 

7 TLKM 2018 AAA 1 

    2019 AAA 1 

    2020 AAA 1 

    2021 AAA 1 

8 TOWR 2018 AA 1 

    2019 AA 1 

    2020 A 1 

    2021 AAA 1 

9 WEGE 2018 A+ 1 

    2019 A 1 

    2020 BBB 0 

    2021 BBB 0 

10 WIKA 2018 A+ 1 

    2019 A 1 

    2020 A 1 

    2021 A 1 



 

 

Lampiran 4. Tabulasi Konflik Bondholders-Shareholders 

 

1 LINK 2018 788,918,000,000 503,458,000,000 3,042,649,384 165.4669784 259.2865297 0.638163

2019 894,531,000,000 673,864,000,000 2,863,195,484 235.3538219 312.4240049 0.753315

2020 941,707,000,000        491,983,000,000        2,863,195,484 171.8300419 328.9007004 0.522437

2021 885,319,000,000        282,587,000,000        2,863,195,484 98.6963697 309.2066207 0.319192

2 NELLY 2018 52,752,666,735 14,100,000,000          2,350,000,000 6 22.44794329 0.267285

2019 52,344,151,967 15,275,000,000 2,350,000,000 6.5 22.27410722 0.291819

2020 43,944,061,538 8,225,000,000             2,350,000,000 3.5 18.69960065 0.18717

2021 51,407,237,669 58,750,000,000 2,350,000,000 25 21.87542028 1.142835

3 NRCA 2018 117,967,950,221 97,676,593,760 2,496,258,344 39.12920071 47.25790922 0.827993

2019 101,155,011,546 73,257,445,320 2,496,258,344 29.34690053 40.52265335 0.72421

2020 55,122,851,471 60,426,958,600 2,496,258,344 24.20701317 22.08219017 1.096223

2021 51,648,101,245 36,256,175,160 2,496,258,344 14.5242079 20.69020675 0.701985

4 PBSA 2018 42,264,288,073 120,000,000,000 1,500,000,000 80 28.17619205 2.839277

2019 13,287,142,235 19,500,000,000 1,500,000,000 13 8.858094823 1.467584

2020 43,151,541,644 49,500,000,000 1,500,000,000 33 28.76769443 1.14712

2021 83,315,829,281 40,500,000,000 1,500,000,000 27 55.54388619 0.486102

5 PPRE 2018 432,298,157,985        72,461,412,764          10,224,271,000         7.087196022 42.28156296 0.167619

2019 439,253,263,108 43,699,380,388          10,224,271,000         4.274082757 42.96181734 0.099486

2020 115,881,928,744 25,505,760,581 10,224,271,000         2.494628769 11.33400403 0.220101

2021 146,813,185,337 11,291,075,983          10,224,271,000         1.104340445 14.35928149 0.076908

6 TBIG 2018 702,632,000,000        760,910,000,000        4,531,399,889            167.9194109 155.0584846 1.082942

2019 866,121,000,000        600,000,000,000        22,656,999,445         26.48188263 38.22752444 0.692744

2020 1,066,576,000,000     605,670,000,000        22,656,999,445         26.73213642 47.07490074 0.567864

2021 1,601,353,000,000     692,194,000,000        22,656,999,445         30.55100044 70.67807032 0.432256

7 TLKM 2018 26,979,000,000,000  16,609,000,000,000  99,062,216,600 167.6623093 272.3439968 0.615627

2019 27,592,000,000,000 16,229,000,000,000 99,062,216,600 163.8263362 278.5320271 0.588178

2020 29,563,000,000,000 15,262,000,000,000 99,062,216,600 154.0647941 298.428614 0.516253

2021 33,948,000,000,000 16,643,000,000,000  99,062,216,600 168.005528 342.6937249 0.49025

8 TOWR 2018 2,200,060,000,000     1,205,798,000,000    51,014,625,000         23.63631998 43.12606434 0.548075

2019 2,353,089,000,000     1,187,069,000,000    51,014,625,000         23.26918996 46.12577276 0.504473

2020 2,853,617,000,000     1,174,043,000,000    51,014,625,000         23.01385142 55.93723369 0.411423

2021 3,447,875,000,000     1,404,567,000,000    51,014,625,000         27.53263402 67.58601087 0.407372

9 WEGE 2018 444,498,792,703 56,570,520,000 9,572,000,000 5.91 46.43739999 0.127268

2019 456,366,738,475 133,280,528,000 9,572,000,000 13.924 47.6772606 0.292047

2020 156,349,499,437        112,949,600,000        9,572,000,000            11.8 16.33404716 0.722417

2021 216,387,979,386        30,726,120,000          9,572,000,000            3.21 22.60634971 0.141996

11 WIKA 2018 2,073,299,864,000 240,413,755,000        8,969,951,372            26.80212467 231.1383616 0.030258

2019 2,621,015,140,000     103,945,909,000 8,969,951,372            11.58823551 292.1994815 0.039659

2020 322,342,513,000        91,561,639,000 8,969,951,372            10.20759592 35.93581499 0.284051

2021 214,424,794,000        21,719,602,000          8,969,951,372            2.421373439 23.9047889 0.101292

DPS (Deviden kas : Jumlah 

saham beredar

EPS (Laba tahun berjalan 

: jumlah saham beredar

DPR (DPS 

: EPS)
NO PERUSAHAAN TAHUN

LABA TAHUN 

BERJALAN
DEVIDEN KAS

JUMLAH SAHAM 

BEREDAR



 

 

Lampiran 5. Tabulasi Political Cost 

NO PERUSAHAAN TAHUN BEBAN PAJAK PENGHASILAN LABA SEBELUM PAJAK ETR

1 LINK 2018 331.578.000.000 1.120.496.000.000 0,295921

2019 345.776.000.000 1.240.307.000.000 0,278783

2020 304.922.000.000                          1.246.629.000.000 0,244597

2021 263.558.000.000 1.148.877.000.000 0,229405

2 NELLY 2018 2.187.533.280 54.940.200.015 0,039817

2019 1.623.074.790 53.967.226.757 0,030075

2020 1.341.366.169 45.285.427.707 0,02962

2021 1.747.646.452 53.154.884.121 0,032878

3 NRCA 2018 70.668.690.560 119.834.384.548 0,58972

2019 66.389.084.056 101.155.011.546 0,65631

2020 58.068.079.674 55.122.851.471 1,05343

2021 45.499.277.616 51.648.101.245 0,880948

4 PBSA 2018 1.968.475.534 51.049.302.044 0,03856

2019 299.520.263 24.243.981.658 0,012354

2020 299.379.520 43.450.921.164 0,00689

2021 292.740.360 83.608.569.641 0,003501

5 PPRE 2018 14.342.772.836                            446.640.930.821           0,032113

2019 14.557.168.172 453.810.431.280 0,032078

2020 11.460.783.492 127.342.712.236 0,09

2021 9.987.168.433 156.800.353.770 0,063694

6 TBIG 2018 331.653.000.000                          1.034.285.000.000       0,320659

2019 356.474.000.000                          1.222.595.000.000       0,291572

2020 442.878.000.000                          1.509.454.000.000       0,293403

2021 334.611.000.000                          1.935.964.000.000       0,172839

7 TLKM 2018 9.432.000.000.000                      36.405.000.000.000     0,259085

2019 10.619.000.000.000                    37.908.000.000.000     0,280126

2020 9.798.000.000.000                      38.775.000.000.000     0,252689

2021 9.556.000.000.000                      43.678.000.000.000     0,218783

8 TOWR 2018 728.070.000.000                          2.928.130.000.000       0,248647

2019 551.341.000.000                          2.904.430.000.000       0,189828

2020 340.003.000.000                          3.193.620.000.000       0,106463

2021 268.207.000.000                          3.716.082.000.000       0,072175

9 WEGE 2018 281.966.499 444.780.759.202 0,000634

2019 435.186.326 456.801.924.801 0,000953

2020 95.214.931                                    156.254.284.506           0,000609

2021 88.744.731                                    216.476.724.117           0,00041

10 WIKA 2018 285.329.070.000 2.358.628.934.000 0,120972

2019 168.240.548.000                          2.789.255.688.000       0,060317

2020 12.066.825.000                            310.275.688.000           0,038891

2021 17.760.367.000                            196.664.427.000           0,090308  



 

 

Lampiran 6. Data Gabungan Olahan Tahun 2018-2021 

 

1 LINK 2018 0.0412842 0 0.638163 0.295921

2019 0.0192909 0 0.753315 0.278783

2020 0.0036697 1 0.522437 0.244597

2021 -0.002545 1 0.319192 0.229405

2 NELLY 2018 -0.053273 1 0.267285 0.039817

2019 0.0089002 1 0.291819 0.030075

2020 0.0081725 1 0.187170 0.029620

2021 0.036001 0 1.142835 0.032878

3 NRCA 2018 -0.099252 1 0.827993 0.589720

2019 -0.07615 0 0.724210 0.656310

2020 -0.094184 0 1.096223 1.053430

2021 0.0327113 1 0.701985 0.880948

4 PBSA 2018 -0.026895 1 2.839277 0.038560

2019 -0.029512 1 1.467584 0.012354

2020 0.0053901 1 1.147120 0.006890

2021 -0.055348 1 0.486102 0.003501

5 PPRE 2018 -0.062729 1 0.167619 0.032113

2019 -0.090545 1 0.099486 0.032078

2020 -0.041158 0 0.220101 0.090000

2021 -0.043743 0 0.076908 0.063694

6 TBIG 2018 0.0785535 0 1.082942 0.320659

2019 0.0818528 1 0.692744 0.291572

2020 0.0678609 1 0.567864 0.293403

2021 0.0626864 1 0.432256 0.172839

7 TLKM 2018 -0.121724 1 0.615627 0.259085

2019 -0.067217 1 0.588178 0.280126

2020 0.0277878 1 0.516253 0.252689

2021 0.0093404 1 0.490250 0.218783

8 TOWR 2018 0.0372876 1 0.548075 0.248647

2019 0.0369995 1 0.504473 0.189828

2020 0.0725793 1 0.411423 0.106463

2021 0.0305526 1 0.407372 0.072175

9 WEGE 2018 0.0705272 1 0.127268 0.000634

2019 -0.054626 1 0.292047 0.000953

2020 -0.014672 0 0.722417 0.000609

2021 -0.026546 0 0.141996 0.000410

10 WIKA 2018 0.0226603 1 0.030258 0.120972

2019 -0.033483 1 0.039659 0.060317

2020 -0.007677 1 0.284051 0.038891

2021 -0.061725 1 0.1012924 0.090308

Political Cost 

(ETR)
NO KODE TAHUN

Prudence 

(CONACC)

Peringkat 

obligasi

Konflik Bondholders-

Shareholders (DPR)



 

 

Lampiran 7. Statistik Deskriptif 

 

 

Lampiran 8. Model Common Effect 

 

 

 

 

Date: 03/27/23   Time: 00:43

Sample: 2018 2021

CONACC OBLIGASI DPR ETR

 Mean -0.007722  0.750000  0.564332  0.191501

 Median  0.000562  1.000000  0.497361  0.098386

 Maximum  0.081853  1.000000  2.839277  1.053430

 Minimum -0.121724  0.000000  0.030258  0.000410

 Std. Dev.  0.054290  0.438529  0.503671  0.237452

 Skewness -0.161690 -1.154701  2.477021  2.041493

 Kurtosis  2.100730  2.333333  11.56528  7.157195

 Jarque-Bera  1.522102  9.629630  163.1776  56.58842

 Probability  0.467175  0.008109  0.000000  0.000000

 Sum -0.308896  30.00000  22.57327  7.660055

 Sum Sq. Dev.  0.114951  7.500000  9.893677  2.198947

 Observations  40  40  40  40

Dependent Variable: CONACC

Method: Panel Least Squares

Date: 03/10/23   Time: 15:26

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.005354 0.024934 -0.214730 0.8312

OBLIGASI 0.000352 0.022222 0.015831 0.9875

DPR 0.004677 0.018326 0.255224 0.8000

ETR -0.027617 0.039848 -0.693045 0.4927

R-squared 0.014520     Mean dependent var -0.007722

Adjusted R-squared -0.067603     S.D. dependent var 0.054290

S.E. of regression 0.056096     Akaike info criterion -2.828880

Sum squared resid 0.113282     Schwarz criterion -2.659992

Log likelihood 60.57761     Hannan-Quinn criter. -2.767816

F-statistic 0.176809     Durbin-Watson stat 0.784212

Prob(F-statistic) 0.911410



 

 

Lampiran 9. Model Fixed Effect 

 

 

Lampiran 10. Model Random Effect 

 

Dependent Variable: CONACC

Method: Panel Least Squares

Date: 03/10/23   Time: 15:28

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.011946 0.032651 -0.365867 0.7173

OBLIGASI -0.006509 0.020483 -0.317761 0.7531

DPR -0.000946 0.022325 -0.042389 0.9665

ETR 0.051262 0.104214 0.491892 0.6268

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.582798     Mean dependent var -0.007722

Adjusted R-squared 0.397374     S.D. dependent var 0.054290

S.E. of regression 0.042145     Akaike info criterion -3.238437

Sum squared resid 0.047958     Schwarz criterion -2.689551

Log likelihood 77.76875     Hannan-Quinn criter. -3.039978

F-statistic 3.143065     Durbin-Watson stat 1.979366

Dependent Variable: CONACC 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/10/23 Time: 16:19 

Sample: 2018 2021 

Periods included: 4 

Cross-sections included: 10 

Total panel (balanced) observations: 40 

Swamy and Arora estimator of component variances 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.013176 0.011311 1.164928 0.2517 

OBLIGASI 0.011045 0.008062 1.370054 0.1792 

DPR -0.010361 0.007929 -1.306781 0.1996 

ETR 0.050388 0.022088 2.281200 0.0286 

Effects Specification 

S.D. Rho 

Cross-section random 0.014975 0.4087 

Idiosyncratic random 0.018012 0.5913 

Weighted Statistics 
 

R-squared 0.183019 Mean dependent var 0.013155 

Adjusted R-squared 0.114938 S.D. dependent var 0.019130 

S.E. of regression 0.017998 Sum squared resid 0.011661 

F-statistic 2.688230 Durbin-Watson stat 1.674400 

Prob(F-statistic) 0.060852   

Unweighted Statistics 

R-squared 0.171712 Mean dependent var 0.025524 

Sum squared resid 0.018138 Durbin-Watson stat 1.076444 



 

 

Lampiran 11. Uji Chow 

 

 

Lampiran 12. Uji Hausman 

 

Lampiran 13. Uji Langrange Multiplier 

 

 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 4.086342 (9,27) 0.0021

Cross-section Chi-square 34.382280 9 0.0001

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: CONACC

Method: Panel Least Squares

Date: 03/10/23   Time: 15:34

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.005354 0.024934 -0.214730 0.8312

OBLIGASI 0.000352 0.022222 0.015831 0.9875

DPR 0.004677 0.018326 0.255224 0.8000

ETR -0.027617 0.039848 -0.693045 0.4927

R-squared 0.014520     Mean dependent var -0.007722

Adjusted R-squared -0.067603     S.D. dependent var 0.054290

S.E. of regression 0.056096     Akaike info criterion -2.828880

Sum squared resid 0.113282     Schwarz criterion -2.659992

Log likelihood 60.57761     Hannan-Quinn criter. -2.767816

F-statistic 0.176809     Durbin-Watson stat 0.784212

Prob(F-statistic) 0.911410

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 0.678290 3 0.8783

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

OBLIGASI -0.006509 -0.005948 0.000046 0.9343

DPR -0.000946 0.001834 0.000112 0.7927

ETR 0.051262 -0.007165 0.007215 0.4915

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: CONACC

Method: Panel Least Squares

Date: 03/10/23   Time: 15:37

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.011946 0.032651 -0.365867 0.7173

OBLIGASI -0.006509 0.020483 -0.317761 0.7531

DPR -0.000946 0.022325 -0.042389 0.9665

ETR 0.051262 0.104214 0.491892 0.6268

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.582798     Mean dependent var -0.007722

Adjusted R-squared 0.397374     S.D. dependent var 0.054290

S.E. of regression 0.042145     Akaike info criterion -3.238437

Sum squared resid 0.047958     Schwarz criterion -2.689551

Log likelihood 77.76875     Hannan-Quinn criter. -3.039978

F-statistic 3.143065     Durbin-Watson stat 1.979366

Prob(F-statistic) 0.006547

Test Hypothesis

Cross-section Time Both

Breusch-Pagan  10.50036  1.079004  11.57936

(0.0012) (0.2989) (0.0007)

Honda  3.240426 -1.038751  1.556819

(0.0006) (0.8505) (0.0598)

King-Wu  3.240426 -1.038751  0.720628

(0.0006) (0.8505) (0.2356)

Standardized Honda  4.092332 -0.827152 -0.917980

(0.0000) (0.7959) (0.8207)

Standardized King-Wu  4.092332 -0.827152 -1.596448

(0.0000) (0.7959) (0.9448)

Gourieroux, et al. -- --  10.50036

(0.0019)



 

 

Lampiran 14. Uji Normalitas 

 

 

Lampiran 15. Uji Multikolinieritas 

 

 

Lampiran 16. Uji Heteroskedastisitas 

 

Lampiran 17. Uji Autokorelasi 
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Series: Standardized Res iduals

Sample 2018 2021

Observations  40

Mean       1.39e-18

Median  -0.003322

Maximum  0.090656

Minimum -0.084040

Std. Dev.   0.035067

Skewness    0.390530

Kurtos is    3.660121

Jarque-Bera  1.743021

Probabi l i ty  0.418319


OBLIGASI DPR ETR

OBLIGASI 1 -0.1658972... -0.2707888...

DPR -0.1658972... 1 0.19861104...

ETR -0.2707888... 0.19861104... 1

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.811814     Prob. F(3,36) 0.1625

Obs*R-squared 5.247142     Prob. Chi-Square(3) 0.1546

Scaled explained SS 3.220714     Prob. Chi-Square(3) 0.3588

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 2.357338     Prob. F(2,34) 0.1100

Obs*R-squared 4.871202     Prob. Chi-Square(2) 0.0875
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